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KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta
atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan LXIII telah berhasil menyelesaikan
tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya
llImiah  Perseorangan (Taskap) dengan judul: “PENGUATAN GOOD
GOVERNANCE MEMERANGI COVID- 19 GUNA MENDUKUNG KETAHANAN
NASIONAL”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2022 tanggal
18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing peserta PPRA LXII
untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas

kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas Rl yang telah memberikan kesempatan

RI. Pada kesempatan ini, perkenankanlih penulis menyampaikan ucapan terima
kepada penulis untuk mengikuti PPRA X111 di.Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan
yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu
Bapak Laksda TNI Edi Sucipto, S.EMM:, M.Tr. Opsla dan Tim Penguji Taskap
serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai
terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.
Terima kasih kepada Dekan Fqu[ta;g ~Kesehatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin, Dr—Aminuddin Sye:hwﬁ S\QM”KATKés M.Med.Ed:~Rektor Universitas
Hasanuddin padaﬁwggbnﬁéprof Dr. Dwia Aries TmeiPuﬂﬂ&E%uMA (Periode 2018-
2022), dan-of. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. (Periode—2022-2026), dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIIl Lembaga Ketahanan Nasional
Republlik Indonesia tahun 2022, sebuah diklat kepemimpinan tertinggi di Indonesia,
mempersiapkan calon pemimpin strategis nasional, saat ini dan masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan
akademis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan

guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat



bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas Rl dan
Pemerintah Republik Indonesia, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya
terkait dengan Penguatan Good Governance Memerangi Covid-19 guna
Mendukung Ketahanan Nasional Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan
bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian

kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 04 Agustus 2022
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu ancaman ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yang perlu
diperkuat secara komprehensif, integratif dan holistik, yaitu ancaman terhadap
pandemi Covid-19. Covid-19 bukan hanya permasalahan kesehatan, namun
dampaknya bahkan telah meluluhlantakkan dan menghancurkan seluruh dimensi
kehidupan, hampir di seluruh negara, baik aspek ekonomi, politik, bahkan ancaman
terhadap pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman pandemi
Covid-19 tersebut mulai sejak ditemukannya kasus pertama di Kota Wuhan, China
akhir tahun 2019 dan menyebar ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden
Republik Indonesia, Joko Widodo, lalu kemudian menyatakan Indonesia sebagai
keadaan darurat nasional.

Sebagai virus yang mematikan; €evid:-19 memiliki keunikan dalam sebuah
konteks perang. Presiden Uganda, Yower Kaguia Museveni mengatakan bahwa
“Kita berada dalam perang tanpd senjata ¢an peiuru, perang tanpa tantara manusia,
perang tanpa batas waktu, perang tanpa perjanjian gencatan senjata, perang tanpa
medan tempur, perang tanpa melihat tempat suci. Tentara dalam perang ini tanpa
belas kasian. Musuh kita tidak punya Sisi baik manusiawi, musuh kita bersikap
kejam, tidak menghormati anak-anak, dan wanita™

Kasus Covid-19 menyebar dengan sangat cepat. Secara global, data
menunjukkan sekitar 548 jute pﬂﬁd&d—a}d‘@uﬂla telah terinfeksi melalui kasus ini.
Lebih € jutanefidubili gﬂqﬁ;\telah menjadi korban h&gﬁemﬁp@i%lkibat keganasan dari
penyakit tersefut, meskKipur begitu terdapat sekitar 523 juta penduduk dunia yang
sembuh kembali dan telah berjuang melawan Covid-19 tersebut. Indonesia berada
pada urutan 19 dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia?.

Jumlah kasus di Indonesia, saat ini juga terus meningkat apalagi dengan
munculnya varian baru Covid-19 yaitu Omicron subvariant BA.4 dan BA.5. Total
kasus Covid-19 saat ini sekitar 6 juta dan angka ini akan terus bertambah seiring

dengan penambahan kasus. Dari kasus tersebut terdapat sekitar 156 ribu kasus

1 Palutturi, Sukri. 2020. Indonesia Perang Melawan Covid-19. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
2 Covid-19 Coronavirus Pandemik, 26 Juni 2022, 03.32 GMT. Diakses melalui
https://www.worldometers.info/coronavirus/ pada tanggal 26 Juni 2022.



https://www.worldometers.info/coronavirus/

yang berakhir dengan kematian, dan yang mengalami kesembuhan sekitar 5.9 juta
kasus. Berdasarkan sejarah pandemi, meskipun vaksin sudah ditemukan,
umumnya penyakit berlangsung lama, misalnya Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan
Cacar.

Untuk menangani ancaman pandemi Covid-19 tersebut, berbagai upaya dan
kebijakan telah dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Pada tingkat pemerintah pusat, misalnya regulasi Covid-19 yang berkaitan
dengan kesehatan, pendidikan, anggaran dan pengadaan barang dan jasa, dan
keamanan dan pertahanan. Di level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
misalnya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19,
penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa pada masa pandemi Covid-
19, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya
pencegahan dan pengendalian Covid-19. Namun faktanya jumlah kasus Covid-19
kadang masih terjadi ledakan gelombang fluktuasi.

Salah satu model penanganain yang ¢ipandang efektif yaitu dengan penguatan
pemerintahan yang baik (good governanjje) dalam upaya menanggulangi Covid-19
guna mewujudkan ketahanan nasional. Sebagai pandemi, Covid-19 membutuhkan
penanganan yang komprehensif. balk yang berkaitan dengan peningkatan
kesehatan, pencegahan, pengobatanmaupun pemulihan. Membangun good
governance dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak menjadi sangat penting
untuk diwujudkan. Tidak ada satupun sektor, dinas dan kementerian atau organisasi
masyarakat tertentu atau sektgr 1S\ﬁlv’aslgl yang dapat mengendalikan Covid-19 ini
dengan tangan IMereka sendlr‘: Adéh Bérbagm fakta yan menunjukkan belum
berjalanaya per‘ngrlﬁt’é%éﬁ Q/ahg baik dalam pengeﬂd'ﬁﬂéA ﬁowd“ 19 ini_ di'indonesia.

1) Tergapat kecenderungan bahwa penanggulangan Covig=19 cenderung

sifatnya individual, klinis dan reaktif. Buktinya pelaporan Covid-19 cenderung

hanya data penggunaan tempat tidur, kesembuhan dan kematian.

2) Berbagai kebijakan pada tingkat daerah yang sifatnya struktural dan

bukan kultural untuk pengendalian Covid-19.

3) Rendahnya penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat terutama

mereka yang tinggal di daerah-daerah kabupaten/kota.

4) Rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan vaksinasi Covid-19

yang dibangun atas kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat.



Terdapat berbagai alasan mengapa pemerintahan yang baik menjadi sangat
penting dalam kaitan dengan penanggulangan Covid-19, yaitu:

1) Pemerintahan yang baik diinginkan oleh masyarakat karena akan

memudahkan bagi masyarakat untuk merespon, mengontrol dan

mengendalikan kinerja pemerintahan dalam sebuah negara

2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam tata Kelola pemerintahan

untuk pengendalian Covid-19

3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan sharing sumber daya antar

sektor guna mengakselerasi upaya penanggulangan Covid-19.

4) Tata kelola membantu untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik,

meningkatkan kinerja dan membantu dalam bekerja menjadi lebih stabil dan

produktif serta dapat membuka peluang baru, serta dapat mengurangi risiko,

dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih aman.

Kajian tentang Covid-19 cukup banyak, demikian pula tentang good

governance, namun keterkaitan d penerapan good governance untuk

penanggulangan Covid-19 sebagai ancaman nasional dan bahkan internasional,
belum banyak diperdebatkan. Pengu penanganan Covid-19 dilakukan karena
ancaman wabah Covid-19 dipredik apat’ berlangsung lama, apalagi dapat
bersifat endemik sehingga sifatnya menetap pada suatu wilayah. Dengan keunikan
dari sifat Covid-19 tersebut, maka perlu dilakukan penguatan untuk mencegah
korban berjatuhan atau meminimalisir risiko. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan
melalui upaya promosi kesehatan,\j)en eﬂﬁhan penyakit, pengobatan sampai pada

A
upaya pemulihan akibat-atal d%pak dai pg/r,](flakit tersebut:

Penulisan %sﬁa!ﬁ%@hakukan untuk mené\ﬂMcégb\é@ai masalah yang
berkaitan—dengan good governance terhadap perang melawan—Covid-19 guna
mendukung ketahanan nasional, dengan pendekatan problem solving. Kajian ini
juga memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal upaya pengendalian Covid-
19 tersebut. Penulisan Taskap ini, lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan
rumusan kebijakan, dan strategi yang dapat menjadi dasar dalam pembuatan
rekomendasi kebijakan kepada bangsa dan negara untuk mendukung ketahanan

nasional khususnya dalam gatra sosial budaya.



2. Rumusan Masalah

Covid-19 telah mengancam dan merusak seluruh aspek kehidupan dan
dampaknya telah dirasakan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi ini terutama
dalam dua tahun terakhir. Upaya dan kebijakan pemerintah terus dioptimalkan,
namun sebagai sebuah pandemi perjuangan untuk pengendalian kasus ini akan
berlangsung lama, dan menelan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu,
pendekatan yang bersifat komprehensif, integratif dan holistik melalui penerapan
pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sebuah modal untuk menjamin
keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
kementerian, dinas dan lembaga-lembaga pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat diharapkan dapat bersinergi, namun tantangannya cukup kompleks
dan belum dirasakan secara maksimal hingga saat ini. Oleh karena itu, berkaitan
dengan fokus kajian ini, maka rumusan masalah dalam penugasan Taskap ini
adalah bagaimana penguatan/good governance memerangi Covid-19 guna
mendukung ketahanan nasional? i

Rumusan masalah tersebut dapat dianaiisis lebih lanjut melalui pertanyaan
kajian, yaitu:

a Mengapa good govermnance perrditerapkan dalam memerangi Covid-19?

b. Bagaimana penerapan good govemance (prinsip-prinsip, dan keterlibatan aktor)

dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional?

c. Bagaimana menguatkan good gqvernance berdasarkan penilaian kebutuhan

ARV | A

(needs assessment? dlalam memerang| Covidt- 19 glma mendukung ketahanan nasional?

AN N A N }u‘;\‘,_ \Y, AN JO SRV A
3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Taskap ini adalah:
a Maksud. Penulisan Taskap ini adalah dimaksudkan untuk menggambarkan
dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan good governance.
Gambaran dari masalah tersebut digunakan sebagai langkah-langkah
pemecahan masalah dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan
nasional.
b. Tujuan. Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran

berupa konsep atau gagasan yang diberikan kepada para pemangku



kepentingan dan pengambil kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang
berkaitan dengan good governance dalam memerangi Covid-19 guna

mendukung ketahanan nasional.

Ruang Lingkup dan Sistematika
a Ruang Lingkup. Ruang lingkup pembahasan dalam penyusunan Taskap
ini dibatasi pada tiga aspek utama yaitu pentingnya good governance dalam
memerangi Covid-19, penerapan good governance terutama dalam kaitan
dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dan para aktor yang terlibat
dalam penerapan good governance. Selain itu, juga dikaji mengenai langkah-
langkah penguatan good governance yang didasarkan pada konsep penilaian
kebutuhan (needs assessment) dalam memerangi Covid-19 guna mendukung
ketahanan nasional.
b. Sistematika. Secara garis besar Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang
saling berkaitan antara satd bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika
penulisan sebagai berikut: .\
1) BabIPendahuluan. Bab I'seceragaris besar menggambarkan arah dan

tujuan serta mengapa Taskap inl menjadi sangat penting. Oleh karena itu,

Taskap ini menguraikan secara berturut-turut mulai dari latar belakang,
rumusan masalah dan juga mencakup pertanyaan kajian. Selain itu, bab ini
juga memaparkan maksud dan tujuan Taskap, ruang lingkup dan juga
sistematika, serta metode d&\lrh FTSUndekatan yang digunakan. Pengertian-
pengertlan dari-judul dan ataKuhcl yang berkaﬁan dengan penugasan
Taskap‘ |/n\| jugé N ﬁajrkan dengan tujuan v blehyamaan persepsi dalam
memahami dan menganalisis masalah tersebut.

2) Bab Il Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka ini menjadi dasar Teoretis dan
empiris sebagai landasan dalam penulisan Taskap tersebut. Tinjauan
Pustaka secara garis besar mencakup Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku, data dan fakta terkait, kerangka Teoretis yang bersumber dari
kajian ilmiah dapat berupa buku, jurnal nasional dan internasional, dokumen
pemerintah atau sumber referensi ilmiah lainnya. Selain itu, pada bagian
Taskap ini juga dikaji mengenai pengaruh lingkungan strategis saat ini baik
tataran global, regional, dan nasional baik dalam negeri maupun luar negeri.



Dengan pemahaman faktor lingkungan stratregis tersebut, dapat menjadi
arah atau panduan yang dapat digunakan untuk memahami, menganalisis
dan merumuskan kebijakan yang tepat berkaitan dengan penguatan good
governance dalam memerangi Covid-19 di Indonesia dalam rangka
mendukung dan memperkokoh ketahanan nasional.

3) Bab lll Pembahasan. Bab ini membahas secara detail setiap pertanyaan
kajian terkait dengan pentingnya penguatan good governance dalam
memerangi Covid-19 untuk mendukung ketahanan nasional. Pembahasan
tersebut didasarkan pada teori yang ada pada Tinjauan Pustaka. Selain itu
pula, pembahasan dapat dikembangkan berdasarkan keterkaitan antar
teori, antara variable atau dimensi pokok bahasan dengan variable atau
dimensi pokok bahasan lainnya. Pembahasan dapat pula diperoleh
berdasarkan pengalaman lapangan sehingga hasil analisisnya semakin
komprehensif sehingga dapat digunakan untuk merumuskan pemecahan
masalah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai langkah pengambilan
kebijakan yang solufif, rasio dan berkelanjutan dengan metodologi
SWOT.

4) Bab IV Penutup. Bagian akhir dari penugasan Taskap ini adalah
penutup. Secara garis besar b enutup ini berisi simpulan dan saran atau
rekomendasi. Simpulan berisi temuan kunci atas jawaban yang diperoleh
dari rumusan masalah dan pertanyaan kajian. Selanjutnya hasil analisis
tersebut dapat diberikan rekor&eﬁﬁiasi kepada berbagai pihak terkait baik
pada level nasionat ma&h‘n%rovins’“dgw daerah-datam rangka penguatan

good g‘g\eérl\rl]g&rﬂﬁam memerangi CovidMM%ﬁq\e/r%ukung ketahanan

nastenal.

Metode dan Pendekatan

a Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan pada
penggunaan literatur review, dan data sekunder/analisis dokumen untuk
mendapatkan informasi aktual yang diperoleh dari beberapa stakeholder yang
memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan Taskap tersebut.

b. Pendekatan. Taskap ini menggunakan pendekatan didasarkan pada



kepentingan nasional yang lebih luas dalam melakukan analisis masalah. Oleh
karena itu, analisis multidisiplin yang lebih komprehensif sesuai dengan
kerangka dalam penyusunan Taskap ini menjadi sangat penting. Analisis
terhadap keterlibatan berbagai stakeholder (pemerintah, swasta dan
masyarakat) dalam konsep good governance menjadi bagian yang urgen untuk
diungkapkan dalam upaya memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan
nasional. Dengan penanganan Covid-19 yang semakin terkendali dan
didasarkan pada pengalaman bangsa Indonesia menghadapi pandemi ini,
ketahanan nasional Indonesia tetap kuat dan tangguh di tengah-tengah
serangan wabah yang telah memporak-poranda seluruh dimensi kehidupan

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Pengertian-Pengertian

a Penguatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguatan diartikan
sebagai proses, cara atau gerbu menguati atau menguatkan atau yang
dipakai untuk memperkuat®. Dala hasa Inggris, penguatan diambil dari kata
strengthening atau reinforcement.

b. Good Governance. Goad governance diartikan sebagai pemerintahan
yang baik. Menurut UNDP, G Governance digambarkan antara lain
partisipatif, transparan dan akuntabel, juga efektif dan adil, dan
mempromosikan supremasi hukum. Tata pemerintahan yang baik memastikan
bahwa prioritas politik, sosiat, dan_ckonomi-didasarkan pada konsensus yang
luas dalam Masyarakat dg‘%{a\hﬁa’l\ﬂ SME(& yang-pahng miskin dan rentan
didengar Jﬁlm%@&bilan keputusan mwg%loési sumber daya
pembangurian?.

c. Prinsip-prinsip Good Governance. Good governance berarti asas atau
dasar sebuah pemerintahan yang baik, yaitu mencakup aspek partisipasi,
supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus luas, pemerataan

dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis®.

8 Penguatan. Diakses melalui https://kbbi.web.id/kuat pada tanggal 06 Maret 2022.

4 Subramanian, C. E-governance: A key to good governance in India. International Journal of Recent
Scientific Research, 2012, 3.5: 305-308.

5 Woleola J. Ekundayo. Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria.
International Journal of Humanities and Social Science Volume 7 « Number 5 « May 2017
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d. Aktor Good Governance. Lembaga atau institusi yang terlibat dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah, sector swasta dan
masyarakat.

e Memerangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memerangi
diartikan sebagai melawan atau membasmi®. Sinonim dari kata memerangi
diantaranya memberantas, mengatasi, menghadapi, atau mencegabh.

f.  Covid-19. Penyakit Coronavirus (Covid-19) adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.

g. Pandemi. Pandemiadalah wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis
yang luas (seperti beberapa negara atau benua) dan biasanya mempengaruhi
proporsi yang signifikan dari populasi.

h. Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional (Tannas) merupakan kondisi
dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam
menghadapi dan mengatasi seg Tantangan, Ancaman, Hambatan dan
Gangguan (TAHG), baik yang d

membahayakan integritas, kelang

g dari dalam maupun luar yang dapat

gamshidup bangsa dan negara Indonesia’.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA

6 Memerangi. Diakses melalui https://kbbi.web.id/memerangi, pada tanggal 06 Maret 2022
7 Tim Pokja Bahan Ajar Tannas. 2022. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia JI. Medan
Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat. Hal. 41.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Untuk mengkaji dan menguraikan bagaimana penguatan good governance
dalam memerangi Covid-19 di Indonesia, perlu dipedomani regulasi yang berkaitan
dengan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance secara umum, dan
khususnya dalam bidang kesehatan dan Covid-19, menyajikan teori, data dan fakta
yang terdapat dan relevan dalam tinjauan Pustaka. Bagian Tinjauan Pustaka
mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terkait.
Selanjutnya kerangka teori menjadi pisau analisis yang dapat digunakan dalam
menguraikan dan menganalisis keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi
yang lain, dan ini sangat membantu terutama pada bagian pembahasan. Selain itu,
data dan fakta disajikan dalam kaitan dengan good governance dan keterlibatan
para aktor dalam penanganan pandemi-Covid-19 tersebut, dan juga dilakukan
analisis dinamika lingkungan strategis yang cukup berkembang saat ini.

Isi dan paparan dari Tinjauan Pustaké.menjadi dasar dalam pembahasan yang
disampaikan pada Bab lli. Dalam kaitan dengan penguatan good governance dalam
memerangi Covid-19, diperlukan-peraturan dan perundang-undangan sebagai
payung hukum dan kebijakan penanganan Covid-19. Peraturan dan perundang-
undangan ini memuat pengeriian-pengertian, peran, fungsi, kedudukan, dan
prinsip-prinsip dalam kaitan dengan good governance memerangi Covid-19.

Tinjauan Pustaka bagian berlkumya adalan kgrqngka Teoretis. Secara garis besar,

penulis menggpnamam 3 tegn dasar sebagar plsau

IVIA \ €l
governance. Bagianin menguralkan tentang pr|n5|p prinsipgoot-governance, aktor

an;n yaltu Teori good

yang terlibat dalam good governance, dan peran dan fungsi dari masing-masing
aktor. Teori kedua adalah penilaian kebutuhan (needs assessment). Tujuan dari
teori ini menjadi dasar dalam mengembangkan strategi dan kebijakan ke depan
berdasarkan jenis dan tipe penilaian kebutuhan. Teori ketiga yang digunakan
adalah ketahanan nasional, khususnya gatra sosial budaya. Teori ini lebih
menekankan keterkaitan masalah kesehatan, khususnya Covid-19, dengan
dampak yang ditimbulkannya merupakan ancaman besar yang jika tidak ditangani
dengan baik, akan mengganggu ketahanan nasional Indonesia.

Lebih lanjut, data dan fakta menjelaskan keterkaitan berbagai peraturan dan
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kebijakan yang ada, dan kerangka teori yang ditampilkan sehingga dapat dianalisis
sejauh mana peraturan, kebijakan dan teori tersebut diimplementasikan, apa
masalahnya dan solusi tepat. Bagian Tinjauan Pustaka ini melihat dinamika
lingkungan strategis yang berkembang saat ini, baik faktor eksternal, internal dan
peluang dan kendala yang dapat mempengaruhi penguatan good governance

dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan
Tiga aspek utama peraturan dan perundang-undangan yang dibahas dalam
kaitan dengan pentingnya good governance dalam upaya penanggulangan Covid-
19. Dimensi tersebut berkaitan dengan regulasi mengenai good governance;
regulasi mengenai kesehatan, Covid-19 dan vaksinasi; dan ketiga adalah regulasi

yang berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN®&

Undang-Undang ini mengatur ingnya pemerintahan yang bersih, bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotis
Praktik KKN dapat dilakukan oleh

dengan pihak lain bekerjasama

(KKiN) bagi para penyelenggara negara.
yelenggara negara dan juga dapat terjadi
gdan penyelenggara negara. Asas-asas
umum bagi penyelenggara negara diidentifikasi dalam undang-undang ini:
kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas (Pasal
Bab Il Pasal 3). Selain -t &J?{aMdiatur keterlibatan masyarakat dalam
mewujudkan good governapc‘é* yag b(ggé dari-KKN-Datam kaitan dengan
penangana;l{ plz;lnla'eﬁN&vid-lg, undang-undM@N\gc%\p%t\ menjadi rujukan
implementast dari asas-asas umum bagi penyelenggara. Pefianganan Covid-19
tidak hanya berhubungan dengan soal rumah sakit, alat kesehatan, rapit test
dan vaksinasi, namun juga berkaitan dengan bantuan sosial sebagai upaya
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang rentan adanya tindakan korupsi
sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

8 Undang-Undang Republuk Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45345/uu-
no-28-tahun-1999, pada tanggal 19 Mei 2022.
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b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?®
Undang-Undang ini hadir dalam rangka upaya akselerasi kesejahteraan
masyarakat baik yang dilakukan dalam bentuk peningkatan layanan maupun
peningkatan akses pemerataan masyarakat dengan tetap mengacu pada
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti demokrasi, pemerataan dan
keadilan. Urusan pemerintahan terdiri atas 3 yaitu urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum (Bab
IV Bagian Kesatu Pasal 9 ayat 1). Penanganan Covid-19 termasuk urusan
pemerintahan pusat yaitu aspek keamanan (Pasal 10 ayat 1), dilaksanakan
sendiri atau melimpahkan ke pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah. Covid-19 juga dapat menjadi urusan pemerintahan konkuren,
yaitu menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dalam hal ini bidang kesehatan (Pasal 12 ayat 1), hamun juga dapat
berkaitan dengan layanan non Kesehatan, misalnya pangan dan ekonomi.
c. Undang-Undang No. £30 = Tahuny, 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan®® _
Undang-undang ini menjadi rijukan dan mengelaborasi mengenai

Administrasi Pemerintahan ‘yang baik,” Pada bagian a) sebagai dasar

pertimbangan dari pentingnya admistrasi pemerintahan ini disebutkan bahwa
“dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan
dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus
mengacu pada asas-asas-+mum ngermtahan yang baik dan berdasarkan
ketentuan _peraturan perun(&elr{tg/’ D%ﬁ%ggn ? Nsas asas umum pemerintahan
yang.baik (‘ja{;oait HLIEW]ng referensi terhadap déhgguhaan kewenangan dalam
mengambit-Keputusan (Bab | Pasal 1). Asas-asas umum©dasi-pemerintahan
yang baik (Pasal 10 ayat 1) meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan,
ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan,
keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam kaitan
dengan Covid-19, Undang-Undang ini menjadi salah satu sumber untuk

menjelaskan pentingnya asas-asas tersebut dalam good governance.

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses melalui
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014, pada tanggal 19 Mei 2022.
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695, pada 30 Maret 2022.
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d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular!
Undang-Undang ini menguraikan jenis penyakit yang dapat menimbulkan
wabah (Bab Il Pasal 3) dan daerah wabah (Bab IV Pasal 4). Upaya
penanggulangan seperti yang disebutkan pada Bab V Pasal 5 yaitu penyelidikan
epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita,
termasuk tindakan karantina; pencegahan; penanganan jenazah akibat wabah,
dan penyuluhan kepada masyarakat. Penanggulangan wabah seperti Covid-19
ini pula merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang disebutkan pada
Pasal 10, 11 dan 12.
e. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan'?
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global memiliki komitmen dan
tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan darurat Kesehatan
masyarakat (public health emergency) yang meluluhlanttakkan dan
mengganggu seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang telah diamanatkan

oleh regulasi dan kebijakan inter

onal-dalam bidang kesehatan. Undang-
undang kekarantinaan kesehatan geksplorasi batasan dan ketentuan umum
tentang kekarantinaan, kedarurat esehatan masyarakat, pintu masuk, alat
angkut, karantina, karantina rum isolasi, karantina rumah sakit, karantina
wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bab 1 Pasal 1), asas
kekarantinaan (Pasal 2), tujuan kekarantinaan (Pasal 3), tanggung jawab
pemerintah pusat dan daerah (Bab il Pasal 4,5, dan 6), hak dan kewajiban (Bab
Il Pasal 7, 8 dan 9), kedarurat&n kesehatan masyarakat (Bab IV Pasal
10,11,12,13, dan-14). Dalag‘—li:ﬁan ncqen an penanganan €avid-19, undang-
undang kekTaeaNHﬁNﬁ yang banyak menMNr%nRg\e/n I isolasi mandiri,
isolasrdi-furmiah termasuk isolasi yang disiapkan oleh fasilitas-pemerintah, dan
juga status kedaruratan nasional.

f. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19'3

11 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Diakses melalui
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984, pada tanggal 30 Maret 2022.
12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Diakses melalui
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018, pada hari tanggal 30 Maret
2022.

13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diakses melalui
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Peraturan ini terbit mengingat terjadinya peningkatan kasus dan kematian,
serta penyebaran kasus antar wilayah dan antar negara yang semakin meluas,
dan juga efek yang ditimbulkan dalam berbagai bidang misalanya ekonomi
sampai pertahanan keamanan. Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) adalah
kebijakan dan peraturan pemerintah yang banyak diperdebatkan terutama
diawal pandemi Covid-19. Covid-19 sebagai masalah kesehatan, dan ekonomi
pada sisi lain sebagai dampak dari pembatasan tersebut, baik kegiatan sekolah,
tempat kerja, kegiatan keagamaan dan fasilitas umum (Pasal 4). Mekanisme
penetapan pembatasan suatu wilayah diusulkan oleh pemerintah daerah
provinsi dalam hal ini gubernur, namun juga dapat diusulkan oleh
Bupati/Walikota kepada Menteri Kesehatan. Peraturan ini dapat menjadi
rujukan untuk mengatur mobilitas penduduk, terutama jika terjadi lonjakan
kasus secara tiba-tiba.

g. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PEN
dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Covid-19 dan |atau | Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomi Nasional dan atau Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional'*

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) dibuat sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka
upaya pemulihan nasional sektor ekonomi dan demi mempercepat penanganan
pandemi Covid-19 secara simuttan, Hal-hatyang diatur dalam PP ini mencakup
tujuan, prins/if dan prograﬂ‘&%%b IIMPI}ads'é\ 2 dan-3).Asas. keadilan sosial,
kemakmur;rn r%a’%hwﬁjadi tujuan, tata kelwg%giﬁ adil,Aransparan,
akuritabet-gan akseleratif merupakan hal-hal penting dalampregram pemulihan
ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
dalam penanganan Covid-19, PP ini dapat menjadi rujukan untuk melihat

implementasi di tingkat lapangan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020, pada tanggal 31 Maret
2022.

14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan
atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Diakses melalui
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136615/pp-no-23-tahun-2020, pada tanggal 20 Mei 2022.
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yang dapat diberikan.
h. Peraturan Menkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19%°

Peraturan ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan vaksinasi,
mulai dari penyediaan logistik sampai pada implementasi vaksinasi dalam upaya
penanggulangan pandemi Covid-19. Vaksinasi ini dilakukan sebagai salah satu
upaya penanggulangan Covid-19 disamping penerapan protokol kesehatan dan
upaya lainnya. Aspek-aspek yang dikaji dalam peraturan ini, misalnya tujuan
vaksinasi (Pasal 4), ruang lingkup pengaturan pelaksanaan vaksinasi, termasuk
target sasaran, distribusi dan logistik, kerjasama, kejadian ikutan setelah
vaksinasi, strategi komunikasi dan pencatatan dan pelaporan (Pasal 5). Dalam
kaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, khususnya
cakupan vaksinasi di Indonesia, regulasi ini dapat menjadi referensi untuk

melihat capaian, faktor pendukung dan penghambat dari program tersebut.

9. Kerangka Teoretis

a Teori Good Governance

Istilah good governance ‘merupakan kata sifat dari kata “governance”.
Pemerintahan dapat diartikan sebagat latinan kekuasaan untuk pelaksanaan
ekonomi negara dan sumber daya sosial yang efektif. Tata kelola yang baik
ketika ia mampu mencapai tujuan teoretis ini. Tata kelola yang baik dapat
memainkan peran penting unttik keﬁehatan dan ekonomi atau budaya mandiri.
Kesetaraan-dan akuntabilita@;:}'éhtik hggulyﬁla dalam-pemerintahan yang baik.
Akuntabilita;r ﬁoﬁh%l&w ierkait dengan peMtﬁ%vnehnusia karena itu
adalahkeneisi yang diperlukan untuk demokrasi, dan ini metupakan salah satu
syarat utama dari good governance. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan di
lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat madani, dengan harapan
dapat membuat korupsi lebih sulit, dan akuntabilitas politik berkontribusi pada

pembangunan ekonomiZ®.

15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Vandemi Covid-19. Diakses melalui
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163019/permenkes-no-84-tahun-2020, pada tanggal 20
Mei 2022.

16'3. A. Uddin and S. Villadsen. Impact of Good Governance on Development in Bangladesh: A
Study. MPA Thesis 2010
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Prinsip dari pemerintahan yang baik oleh para pakar mengidentifikasi cukup
beragam. Woleola J. Ekundayo (2017)Y menekankan terdapat 9 prinsip dari
pemerintahan yang baik, yaitu mencakup partisipasi (participation), supremasi
hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap
(responsiveness), consensus luas (broad consensus), pemerataan dan
inklusivitas (equity and inclusiveness), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and
efficiency), akuntabilitas (accountability), dan visi strategis (strategic vision).
Menurut Yu Keping (2018)*, pemerintahan yang baik mencakup legitimasi
(legitimacy), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability),
supremasi hukum (rule of law), daya tanggap (responsiveness), dan efektivitas
(effectiveness). Prinsip dari pemerintahan yang baik tersebut, sangat relevan
dalam upaya memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.
Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat,
tanggung jawab, rasa memiliki dan kontrol masyarakat yang semakin kuat untuk
menjamin kelangsungan hidug'bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menjalankan pemerintahaj yang| baik dalam memerangi Covid-19,
terdapat 4 aktor utama, yaitu: pemekintah (pusat dan daerah) (government),
sektor swasta (private sector), Organisasi sosial atau organisasi hirlaba
(Philanthropies, not for profit), kelampok masyarakat (civic group)!®. Mereka
memiliki peran berbeda. Unsur pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan
dan mengatur unsur kelembagaan yang terlibat serta pemerintah berfungsi untuk
memfasilitasi kebutuhan dalam per\w%(ze?%ah?n Covid-19. Unsur swasta berfungsi
memberlkan bantuan éari dana corporald ‘SOCIal Res onS|b|I|ty (CSR) atau
pendanaan dan kgtéh i#atan lainnya, semer#té{ralbhsur ‘Masyardkat dapat
berperan-unttk memobilisasi masyarakat pada tingkat grass-reet-Kepercayaan
warga negara kepada pemerintah sebagai fungsi dalam tata kelola pemerintahan

yang baik dan penyediaan informasi berkualitas di media sosial oleh lembaga

17 Woleola J. Ekundayo. Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria.
International Journal of Humanities and Social Science Volume 7 « Number 5 « May 2017

18 Yu Keping. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Fudan
J. Hum. Soc. Sci. (2018) 11:1-8 https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4

19 P, McGuirk, R. Dowling, S. Maalsen and T. Baker. Urban governance innovation and COVID-19.
Geographical Research 2021 Vol. 59 Issue 2 Pages 188-195.
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pemerintah selama COVID-19 menjadi sangat penting?®. Berita hoaks yang
beredar di media massa, termasuk media online menjadi tantangan yang tak
mudah diselesaikan. Dalam penulisan Taskap ini, penulis cenderung
mengelompokkan secara garis besar aktor dari good governance menjadi 3
bagian yaitu: unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur organisasi sosial atau
organisasi nirlaba (Philanthropies, not for profit), dan kelompok masyarakat (civic
group) dikelompokkan menjadi satu yaitu kelompok masyarakat/NGOs.

Definisi dan prinsip serta aktor-aktor pembangunan yang terlibat untuk
mewujudkan good governance akan digunakan untuk membahas dan mengkaji
tentang langkah-langkah penguatan good govermnance dalam memerangi Covid-19 guna

mendukung ketahanan nasional yang menjadi permasalahan dalam Taskap ini.

b. Teori Penilaian Kebutuhan (Needs Assessment)
Penilaian ini digunakan untuk mendapatkan masukan tentang kebijakan,

strategi dan pendekatan yang/perl akukan berdasarkan kebutuhan (needs).

Sebuah penilaian kebutuhan adalah'proses sistematis untuk menentukan kondisi

saat ini dan kondisi yang diinginka Penilaian kebutuhan adalah proses yang
digunakan oleh organisasi untuk neptukan prioritas, membuat perbaikan
organisasi, atau mengalokasikan s er daya. Penilaian kebutuhan melibatkan
penentuan kebutuhan, atau kesenjangan, antara di mana organisasi
membayangkan dirinya di masa depan dan keadaan organisasi saat ini. Dengan
melakukan penilaian kebutuhar, oxi%z?\r}'isasi kemudian akan mengembangkan
rencana tindakan—untuk mépn‘é*nﬁhi ketMutﬁan fatau-—menutup kesenjangan)
untuk mem‘g'zg\\/vg%%asi lebih dekat kewgﬁvrﬁasa depan yang
diinginkan®>--Oleh karena itu, penilaian kebutuhan ini merdpakan bagian dari
proses yang akan digunakan dalam membuat perencanaan dan tujuan untuk

memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diterima. Dengan demikian,

20 M. Mansoor. Citizens' trust in government as a function of good governance and government
agency's provision of quality information on social media during COVID-19. Government Information
Quarterly 2021 Vol. 38 Issue 4 Pages 101597

21, S. S. Shyam and R. Fernandez. 2016. Self-Appraisal and Need Assessment, Training Manual on
Theeranaipunya - Equipping Fisherwomen Youth for Future.

22 \What Is Needs Assessment? - Definition & Examples. Diakses melalui
https://study.com/academy/lesson/what-is-needs-assessment-definition-examples-quiz.html,
tanggal 12 Februari 2022.
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penilaian kebutuhan tersebut dapat menjadi instrument efektif dalam
menganalisis masalah dan mengidentifikasi intervensi atau solusi yang tepat.
Dengan mengidentifikasi masalah dengan tepat, maka program dan kebijakan
dapat disusun dengan baik pula, dengan memanfaatkan sumber daya yang
terbatas. Proses pengumpulan data yang tepat dan memadai menginformasikan
proses pengembangan produk yang akan memenuhi kebutuhan kelompok
sasaran (target group). Penilaian kebutuhan menjamin para pengambil kebijakan
akan memahami akar masalah. Namun, penilaian kebutuhan hanya efektif jika
berfokus pada tujuan dan dapat memberikan bukti nyata sehingga dapat
digunakan mengidentifikasi yang dipandang paling tepat. Dalam kaitan dengan
Covid-19, konsep ini sangat efektif digunakan untuk melihat dari berbagai
perspektif baik berdasarkan hasil bacaan literatur yang diterbitkan pada jurnal
nasional dan internasional, dokumen dan laporan pemerintah, maupun
berdasarkan pengalaman peneliti.
Terdapat 4 jenis atau iipe kebutuhan, vyaitu: 1). Penilaian kebutuhan
didasarkan pada apa yang orang samp_ﬁikan (felt needs); 2). Penilaian kebutuhan
didasarkan pada apa yang terungkap, atau dilihat atau diamati (expressed in
action or expressed needs); 3). Penilaian kebutuhan didasarkan pada apa yang
disampaikan oleh para pakar atau-ahli{defined by experts or normative needs),
dan 4). Kebutuhan perbandingan (comparative needs). Penilaian kebutuhan ini
didasarkan pada hasil perbandingan®®. Perbandingan tersebut dapat diperoleh
melalui perbandingan pada(ligl?mpﬁlﬁjluam kelompok masyarakat, organisasi,

kabupaten/kota, pl’OVlnSI atalegaratain- yahg relevan Anahsus dan identifikasi

‘ AY 1’",

penilaian kebutuh% i Akan digunakan dalam.T

g %ab "téjr'sebut untuknemahami

dan mengkaji’ strategi yang paling tepat dalam menangant-Covid-19 secara

efektif, sistematis dan terukur.

c. Konsep Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional didefiniskan sebagai “kondisi dinamik bangsa Indonesia
yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala

23 Janet Grant. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ. 2002 Jan 19; 324(7330):
156-159. doi: 10.1136/bmj.324.7330.156



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC64520/
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.324.7330.156
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Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) baik yang datang dari
dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup
bangsa dan negara Indonesia”™*. Ketahanan nasional berkaitan dengan
Astagatra terdiri dari Trigatra (Gatra Alamiah) dan Pancagatra (Gatra Sosial).
Trigatra terdiri dari gatra geografi, demografi/kependudukan, dan SKA. Ketiga
gatra tersebut biasa disebut gatra alamiah atau statis. Sementara Pancagatra
merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan manusia dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi gatra ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Gatra ini sering disebut
gatra yang bersifat dinamis. Definisi dan batasan ketahanan nasional serta sifat
dan keterkaitan dengan Pancagatra akan digunakan untuk menjelaskan
kaitannya dengan penguatan good govemance dalam memerangi Covid-19 guna

mendukung ketahanan bangsa.

10. Data dan Fakta

Dalam konteks penanganan Covid-l#& di'Indonesia, pengelolaan pemerintahan
yang baik merupakan sumber kepercayaai bagi masyarakat terhadap pemerintah.
Pemerintahan yang baik telah \ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia,
Jokowi, pada siding kabinet terbatas yang.berlangsung pada tanggal 6 Mei 2020.
Covid-19 penularannya demikian cepat, maka kita semua harus bergerak cepat dan
tepat dalam penanganan Covid-197°. Dua pesan utama oleh bapak Presiden
dimana beliau menyampaikan bahwa pada situasi yang serba tidak menentu ini kita
semua harus memegang prinsip) raAspafdiié dan-akuntabilitas dalam memerangi
Covid-19 yait[]qﬁdbﬁ’q;mNﬂjuan menjaga kese‘imbgqgéﬁiﬁ?‘éﬁtara pemenuhan
kebutuhian pedindungan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan bidang
ekonomi. Meskipun demikian, beberapa data dan fakta yang merupakan
permasalahan dari penerapan prinsip-prinsip misalnya partisipasi, supremasi
hukum, transparansi dan akuntabilitas, pemerataan dan inklusivitas, dan aktor
pemerintahan yang baik (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat) baik yang

terjadi pada pemerintahan daerah maupun terjadi pada tingkat nasional.

24 Hari Mulyono. 2022. Bahan Ajar Bidang Studi Katahanan Nasional. Penerbit: Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

25 Jokowi Ingatkan Penanganan Covid-19 Dilakukan dengan Prinsip Good Governance. Diakses
melalui https://www.beritasatu.com/politik/629365/jokowi-ingatkan-penanganan-covid19-dilakukan-
dengan-prinsip-good-governance, pada tanggal 29 April 2022.
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Beberapa permasalahan penanganan Covid-19 yang muncul di Indonesia yang
sesungguhnya mencederai penerapan prinsip-prinsip dan aktor good governance,
terutama di awal gelombang pertama penularan Covid-19, yaitu diantaranya:

1) Penanganan reaktif, tidak komprehensif, dan dominan aspek medis?®.

Di awal penularan Covid-19, semua orang panik, orang cenderung bertindak

sendiri-sendiri. Pemerintah dan masyarakat sangat reaktif dalam merespon

pandemi Covid-19 tersebut, dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Covid-19 cenderung dipandang hanya merupakan masalah medis. Setiap

daerah menyiapkan rumabh sakit khusus bagi para penderita Covid-19. Terdapat

sekitar 800 rumah sakit rujukan di seluruh wilayah Indonesia yang dipersiapkan
untuk tangani pasien Covid-19, baik itu rumah sakit pemerintah, swasta, BUMN,
termasuk rumah sakit TNI/Polri baik pusat maupun daerah. Layanan kesehatan

pasien Covid-19 ini belum termasuk fasilitas Puskesmas dan sarana layanan

kesehatan lainnya. Salah satu hukti dari dari tindakan reaktif dan tidak

penanganan Covid-19, dan tentu tidak efisien dari sisi penanganan.
2) Sistem belum berjalan secara maksimal. Pada awal penularan Covid-19,

19 itu adalah aib sehingga tidak perlu dimunculkan data atau faktanya. Hal ini

dikuatkan yaitu adanya sistem yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi,
namun ada juga yang dibuat dalam bentuk excel, dan bahkan ada yang cuma

ditulis tangan dan difoto saja. Kalau kita mencermati fakta ini artinya sistem

26 Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Corona di Indonesia. Diakses melalui
https://www.voaindonesia.com/a/krisis-tata-kelola-dalam-penanganan-corona-di-
indonesia/5403991.html, pada tanggal 29 April 2022.

27 Hingga Akhir Agustus 2021, 1.967 Tenaga Kesehatan di Indonesia Meninggal Akibat Covid-19.
Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/19573891/hingga-akhir-agustus-
2021-1967-tenaga-kesehatan-di-indonesia-meninggal, pada tanggal 29 April 2022.



https://www.voaindonesia.com/a/krisis-tata-kelola-dalam-penanganan-corona-di-indonesia/5403991.html
https://www.voaindonesia.com/a/krisis-tata-kelola-dalam-penanganan-corona-di-indonesia/5403991.html
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/19573891/hingga-akhir-agustus-2021-1967-tenaga-kesehatan-di-indonesia-meninggal
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belum siapa untuk mendukung untuk memperoleh data yang akurat dan tepat
sehingga dengan mudah diakses oleh siapa saja. Selain itu, fakta lain dari
belum terbangunnya sistem pendataan dan pelaporan ini adalah adanya pihak
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia melakukan protes terhadap
data yang dilaporkan oleh pemerintah provinsi dimana sering terjadi
ketidaksesuaian antara data kasus kabupaten/kota dengan data di provinsi.
Data kasus terkonfirmasi positif atau pun yang meninggal tidak
menggambarkan data kasus yang sesungguhnya, sehingga sangat sulit untuk
dilakukan sinkronisasi data. Penyebabnya beragam, misalnya karena
keterlambatan data dari daerah?®. Oleh karena itu, transparansi data belum
berjalan dengan baik, demikian pula akuntabilitas dan validitas data yang dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

3) Penolakan pemakaman jenazah Covid-192°, Salah satu hal yang sulit
diterima oleh masyarakat berkaitan dengan pemakaman jenazah pasien Covid-

19. Penolakan terjadi di beberap

ilayah Indonesia, misalnya yang terjadi
pada sekelompok masyarakat di Kabupaten Gowa dan di Kecamatan Manggala
Kota Makassar. Mereka meno setelah diketahui riwayat penyebab
kematiannya yaitu karena Cowvid-19. Mereka menolak karena panik dan takut
tertular. Mobil ambulance dipaksa”dan diusir untuk meninggalkan tempat
wilayah pemakaman. Daerah lain juga terjadi di Bandar Lampung dimana
jenazah pasien Covid-19 minta dipindahkan pada lahan pemerintah Provinsi

Lampung. Selain itu juga teﬂadiﬁj}v’Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan

A

beberapa dacrah-lainnya 9 IndonesiaMb%ik yang-sempat-dimuat di media
mautun t,il(;él‘k'.\l I-Iiéhuﬁan pemakaman jeM@&NQﬁvncﬁlQ menunjukkan
pemahaman dan partisipasi masyarakat masih kurang. Hat-ini“juga terjadi
karena kepanikan dan pemberitaan media yang berlebihan tentang Covid-19.

4) Penyalahgunaan bantuan sosial. Masalah Covid-19 bukan hanya soal
Kesehatan, tetapi juga soal ekonomi. Upaya pemerintah untuk membantu
masyarakat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat adalah

28 Masalah Data Covid-19: Laporan Telat Hingga Sulit Sinkronisasi. Diakses melalui
https://tirto.id/masalah-data-covid-19-laporan-telat-hingga-sulit-sinkronisasi-gizV, pada tanggal 29
April 2022.

29 Penolakan Jenazah Covid-19 Imbas Hoaks dan Hyper reality. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/opini/302422/penolakan-jenazah-covid-19-imbas-hoaks-dan-hyper-
reality, pada tanggal 29 April 2022.
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dengan memberikan bantuan sosial yang menerima dampak dari pandemi
Covid-19 tersebut. Meskipun demikian, tidak semua dapat berjalan dengan
tepat sasaran. Contoh di Sulawesi Selatan pada awal penanganan Covid-19,
bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hasil temuan dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan menemukan markup bantuan paket
sembako. Indikasinya terdapat dugaan selisih sekitar Rp. 1,1 Milyar dan kasus
ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Menurut BPK terdapat sekitar 8000
kasus penyalahgunaan keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama pada
periode Januari-Juni 202139, Salah satu bukti keseriusan pemerintah dari upaya
penegakan hukum dan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 adalah
dengan melakukan pencopotan terhadap Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga terlibat dalam
kasus tersebut3!, Kasus seperti ini juga dapat terjadi di beberapa daerah lain di
Indonesia, termasuk pada tingkat nasional seperti di Kementerian Sosial yang

semestinya bantuan sosial tersebut ¢igunakan untuk kelompok orang miskin,

namun justru menjadi sasaran korupsi bagi pejabat kementerian32.

5) Akuntabilitas Bantuan Penan amg€ovid-19. Pada beberapa wilayah di
Indonesia, bantuan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat cukup
berjalan dengan baik, namun mas nya koordinasi dan pertanggungjawaban
bantuan tidak dilakukan dengan optimal, terutama dari sektor swasta dan
masyarakat. Bantuan tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang dibuat
untuk mendorong keterlibatan S(ﬁ[&‘ swasta.dan masyarakat, namun ada juga

M

yang memberikan bantuanQe!?‘ena keingﬂfgﬂ masyarakat Seeara mandiri agar
dapat kelu;Adgll'Mm gandemi Covid-19.wgh%\e/érti iniyang relatif
tidak—terkedrdinir dengan baik, karena bantuan bersifat“inéividt, atau pun
bantuan dalam bentuk kelompok atau organisasi. Bantuan tersebut mulai dari

pembagian masker, hand sanitizer, vitamin dan obat-obatan, sembako atau pun

30 BPK Sulsel: Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kota Makassar Bermasalah. Diakses melalui
https://sulsel.suara.com/read/2021/08/25/171847/bpk-sulsel-bantuan-sosial-pandemi-covid-19-
kota-makassar-bermasalah, pada tanggal 29 April 2022.

81 Sekprov Sulsel Disebut Terlibat Mark Up Bansos Covid-19. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/nusantara/379141/sekprov-sulsel-disebut-terlibat-mark-up-bansos-
covid-19, pada tanggal 29 April 2022.

82 Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan.
Diakses melalui https://antikorupsi.org/id/article/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-
analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan, pada tanggal 29 April 2022.
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bentuk bantuan lainnya. Banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya
ditemukan adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat pada
perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang mampu3:.
6) Ketimpangan Pemerataan Cakupan Vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-
19 merupakan salah satu kunci dari upaya pengendalian Covid-19, di samping
penerapan protokol kesehatan. Namun cakupan vaksin tersebut masih terjadi
ketimpangan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok penduduk,
terutama sejak ditemukannya vaksin Covid-19 tersebut. Cakupan vaksin Covid-
19, umumnya masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, sementara
di daerah lain termasuk pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang
merupakan pintu gerbang wilayah timur Indonesia dan juga Lampung yang
merupakan pintu masuk pada wilayah Sumatera, masih merupakan tantangan.
Berdasarkan update data vaksin Covid-19 di Indonesia yang diperoleh dari web
resmi Kemkes Rl sampai 27 April 2022 pukul 18.00 WIB menunjukkan bahwa
total sasaran vaksin adalah geban 208.265.720 dimana sasaran yang telah
divaksinasi sudah mencapai 95,6 otalvaksinasi I, 78,93% total vaksinasi Il,
dan 17,36% total vaksinasi 111%4. SAgar erbentuk kekebalan kelompok (herd
immunity), maka cakupan vaksinasidiharapkan minimal 70% dari total populasi,
baik pada vaksin I, Il, maupun |13
Implikasi yang dapat terjadi jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik.
Pertama, Penanganan reaktif, tidak komprehensif dan cenderung medis.
Implikasinya adalah penanganan Covl_jg—19 tidlak terkoordinir dengan baik, akan

ARM

menimbulkan ~egosektorat, ti@;\k\ tepat ’st(qi ran,~tidak—efektif dan efisien.
Penanganan y‘gngNé-t!AM&ekankan hanya padmmg%\,&dis, implikasinya
adalah membuttthkan infrastruktur medis dengan teknologi tinggr¢antiiaya mahal,
risiko kematian dapat meningkat, karena orientasinya adalah pada orang sakit.
Kedua, sistem belum berjalan dengan baik. Implikasinya adalah jumlah kasus dapat

meningkat secara signifikan, data yang diperoleh tidak menggambarkan kasus

33 Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian. Diakses melalui
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-
jaringan-gusdurian, pada tanggal 30 April 2022.

3  Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 400,5 Juta Dosis. Diakses melalui
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/bacalrilis-media/20220428/0639746/cakupan-vaksinasi-covid-
19-capai-4005-juta-dosis/, pada tanggal 30 April 2022.

35 Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. Health Care: Jurnal
Kesehatan, 10(1), 162-167.
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sesungguhnya yang dapat dijadikan bahan acuan pengambilan kebijakan. Ketiga,
penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Implikasinya adalah adanya kepanikan
oleh masyarakat tentang bahaya penularan Covid-19, dan dampak lainnya adalah
pemerintah harus menyiapkan lahan untuk pemakaman jenazah Covid-19 yang
dapat diterima oleh masyarakat. Keempat, penyalahgunaan bantuan sosial.
Implikasinya adalah menyalahi prinsip akuntabilitas tata kelola pemerintahan untuk
memberikan layanan pemerataan pembangunan, tidak tepat sasaran yang
menyebabkan efektivitas dan efisiensi tidak tercapai. Kelima, akuntabilitas bantuan
penanganan Covid-19. Implikasinya adalah pada rendahnya kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, inefisiensi, tidak tepat sasaran, dan rawan
terhadap penyalahgunaan bantuan oleh kelompok tertentu. Keenam, ketimpangan
pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19. Implikasinya adalah lambatnya
pengendalian Covid-19, pengendalian Covid-19 berlangsung lama dan dampaknya

dalam bidang ekonomi dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

11. Pengaruh Lingkungan Strategis
Penerapan good governance dalam mppaya memerangi Covid-19, sangat
bergantung pada lingkungan strategis baik fakior eksternal dan internal maupun
peluang dan kendala.
a  Eksternal
Aspek eksternal berkaitan dengan dimensi global, regional atau pun
kawasan yang mempengaruhl QQngendallan Covid-19 di Indonesia. Faktor-
faktor Imgkungan strategls jtérsek‘)‘ut cfapata beropa: Pertama teori konspirasi.
Salah satu faktor‘lmél{ungan strategis yang meﬁgﬁamb‘at pehgendallan Covid-
19, adataft munculnya teori konspirasi®®. Sebagain masyarakat melihatnya
adalah bahwa Covid-19 ini adalah sesuatu yang dibuat atau diciptakan, dan
ini dianggapnya sebagai mainan antara dua negara raksasa dunia, yaitu
Amerika dan China. Pemahaman sebagian masyarakat terhadap teori ini
adalah masih dipahami dan diyakini oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.
Inilah yang sesungguhnya menjadi permasalahan terbesar dalam

pengendalian Covid-19 di dunia secara global. Meskipun pemahaman ini

36 Carrion-Alvarez, D., & Tijerina-Salina, P. X. (2020). Fake news in COVID-19: A perspective. Health
promotion perspectives, 10(4), 290.
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relatif dapat terbantahkan karena negara-negara seperti Amerika dan Eropa
sekali pun misalnya Perancis, Jerman, UK, dan ltalia®’, justru menunjukkan
jumlah kasus yang relatif tinggi.

Kedua, berita hoaks. Munculnya berbagai hoaks yang datang dari
berbagai negara yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintahan dalam negeri. Pemerintah dan masyarakat menjadi
sulit mengambil keputusan yang diakibatkan informasi mana yang benar dan
dapat dipercaya, sementara temuan kasus Covid-19 dan kematian terus
meningkat. Dampak dari berita hoaks tersebut juga dapat memberikan efek
psikologis kepada masyarakat terutama kepanikan atau pun sikap abai dari
masyarakat, sangat bergantung pada jenis berita hoaks yang beredar.
Beberapa berita hoaks yang muncul dan dimuat dalam berbagai pemberitaan
internasional dan bahkan diidentifikasi dimuat dalam jurnal internasional,
misalnya Covid-19 dapat dikendalikan dengan minum-minuman panas, jika
seseorang masih dapat menah apas, sekitar 10 detik, maka Anda tidak
memiliki virus. Kamis (9 April 2 Inggris akan mencapai puncaknya dan
menghadapi 900 kematian perh Kibat virus corona®. Ini adalah sebagian
dari berita hoaks yang menggan pengendalian Covid-19.

Ketiga, kepercayaan terha para pakar dan lembaga WHO?. Salah
satu faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi pengendalian Covid-19
di Indonesia karena rendahnya kepercayaan terhadap para pakar luar negeri,
terutama prediksi Covid-19 Kkapan berakhir. Diantara mereka, ada yang
memprediksiCovid-19 aQa\r'w* berak M‘S&da bulan—Mei~2020, ada yang
mempred‘i‘;é D‘Lﬂ%&tus 2020 dan seteru%m%hze\r/r@ata tigak ada satu
pur-yang-tepat, bahkan saat ini masih sedang berjuang“metawan Covid-19
sampai benar-benar terkendali.

Keempat, kebijakan pembatasan perjalanan luar negeri. Salah satu

87 Reported Cases and Deaths by Country or Territory. Diakses melalui
https://www.worldometers.info/coronavirus/, pada tanggal 01 Mei 2022.

38 These are some of the coronavirus hoaxes and fake news stories being shared - and what you
can do to stop their spread. Diakses melalui https://www.itv.com/news/2020-03-23/these-are-some-
of-the-fake-news-and-hoaxes-being-shared-about-coronavirus-and-what-you-can-do-to-stop-their-
spread, pada tanggal 01 Mei 2022.
%9 Recchia, G., Freeman, A. L., & Spiegelhalter, D. (2021). How well did experts and laypeople
forecast the size of the COVID-19 pandemic?. PloS one, 16(5), e0250935.
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https://www.itv.com/news/2020-03-23/these-are-some-of-the-fake-news-and-hoaxes-being-shared-about-coronavirus-and-what-you-can-do-to-stop-their-spread
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faktor yang menghambat diawal pengendalian Covid-19 di Indonesia, karena
terlambatnya pemerintah pusat membuat kebijakan pembatasan terhadap
Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan kunjungan dalam negeri. Di
tengah pemerintah sedang berjuang melawan Covid-19, namun WNA asing
tetap dibiarkan masuk ke Indonesia, sementara pelaku perjalanan antar
kabupaten/kota dan provinsi dibatasi.

Kelima, jumlah kasus negara lain. Di awal perkembangan kasus Covid-
19 di dunia, Vietnam dan Korea Utara termasuk negara dengan jumlah kasus
yang sangat sedikit dan terkendali. Diawal-awal penularan kedua negara ini
hampir tidak ada penambahan kasus yang terlaporkan, namun saat ini, dua
negara tersebut memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi, dimana Vietnam
bahkan berada pada peringkat 12 dunia'.

Keenam. Penjualan vaksin dari luar negeri. Ketersediaan vaksin tersebut
sangat membantu bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kekebalan

kelompok masyarakat. Melalul va

aslini, kekebalan kelompok bukan hanya
kekebalan kelompok masyara dalam negeri, namun akan terbentuk

kekebalan kelompok masyarakat globais

b. Internal

Dari aspek internal lingkungan strategis yang mempengaruhi
penanganan Covid-19 adalah dukungan kerjasama yang baik antara
pemerintah dengan TNI/Petrf, tﬁﬁﬂa kesehatan dan stakeholder lainnya

mengenai penerapan prggﬁétl\ kese%ﬁgn danPPKM ~TINI/Polri sangat
TAN

berkontiibusi JuMma dalam peningkam&gpgy\%ksinasi Covid-19.
Faktortatnnya, adalah penegakan hukum yang dilakukan otefr-aparat penegak
hukum terutama berkaitan dengan bantuan sosial yang diberikan oleh
pemerintah, dan juga keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam
penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) yang dibuat oleh pemerintah, juga berkontribusi dalam

40 Masuknya Warga Negara China ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses melalui
https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/13510051/masuknya-warga-negara-china-ke-
indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19, pada tanggal 01 Mei 2022.

41 Corona Virus Cases. Diakses melalui https://www.worldometers.info/coronavirus/, pada tanggal
20 Mei 2022.
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penanganan Covid-19 sebagai dampak dari pandemi, dimana banyak
masyarakat merasakan pengaruhnya dari kebijakan pembatasan mobilitas
masyarakat oleh pemerintah. Faktor lain secara internal yang berpengaruh
adalah posisi dan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan
mempersulit upaya akselerasi berbagai kebijakan pemerintah dalam

penanganan Covid-19, termasuk peningkatan cakupan vaksinasi.

c. Peluang dan Kendala

Peluang dan kendala ini ada kaiatannya dengan analisis SWOT,
terutama aspek eksternal yang dapat berkontribusi terhadap penguatan good
governance dalam memerangi Covid-19. Adapun yang dapat menjadi peluang
adalah, diantaranya, tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19 secara
global, beberapa negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi seperti
Israel, Un Emirat Arab dan Amerika dapat menjadi contoh kasus yang baik,
munculnya strategi inovasi dan kreatif akibat pandemi Covid-19, pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi3 adanya peluang industri untuk news and
information, entertainment and financialy komunikasi vaksin oleh pemerintah
antar negara dan adanya ‘dukungan WHO untuk pengendalian Covid-19
secara global.

Adapun kendalanya adalah, meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa
negara terutama negara seperti Vietham dan Korea Utara, isu pandemi
menjadi endemik dapat (meﬁng&nﬁn masyarakat dalam hal penerapan
protokol kesehatan-dan menurunnya anifto masyarakat umtuk ikut vaksinasi,
terbukany‘a“peJﬁérBngan antar negara ka\‘éﬂn?al me[nlngkatnya kebutuhan
sektor-ekonomi ditambah dengan situasi ketidakpastian ekonemigiobal dapat
memicu meningkatnya kasus Covd-19. Selain itu, faktor lain yang juga dapat
menjadi ancaman adalah dengan situasi Covid-19 yang relatif terkontrol,
akhirnya pembelajaran dilakukan secara offline dan ini dapat beresiko jika
tidak diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Vaksinasi
dapat menjadi isu geopolitik, misalnya jika negara-negara besar tidak
memberikan dukungan pada negara berkembang. Lonjakan kasus Covid-19
dapat meningkat akibat invasi Rusia di Ukraina sehingga dampak dari invasi

tersebut, jumlah kasus meningkat pada wilayah tersebut dan dapat menyebar
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kepada negara lain. Terakhir adalah bahwa meskipun pemilu masih dua tahun
lagi, namun harus diantisipasi bahwa Pemilu serentak 2024 dapat berpotensi
meningkatnya kasus Covid-19 karena interaksi dan mobilitas masyarakat
terjadi secara terbuka, apalagi jika cakupan vaksinasi Covid-19 belum tercapai

sesuai target.
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BAB Il
PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam membahas bagaimana penguatan good governance memerangi
Covid-19 di Indonesia, terdapat sejumlah aspek yang dapat menjadi rujukan yang
perlu dipedomani sebagaimana yang telah diraikan pada bab sebelumnya.
Pembahasan mengacu pada 3 aspek utama dalam Taskap ini yaitu sejumlah
regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait, kerangka teori dan
pengaruh lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Pentingnya
penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan secara umum,
dan khususnya dalam bidang kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19
semakin dirasakan eksistensinya mengingat Covid-19 bukan hanya persoalan
kesehatan, namun merupakan masalah multidimensi yang penanganannya harus
dilakukan secara holistik, komprehensif dan integral.

Bagian ini secara berurutan mjmbahas pentingnya good governance
memerangi Covid-19. Aspek yang dibahas adalah pentingnya implementasi dari
prinsip-prinsip dan asas-asas good governance, pentingnya keterlibatan
pemerintah, swasta dan masyarakat dan bagaimana mereka dalam
penanggulangan Covid-19, bagaimana“regulasi dan teori yang relevan tentang
pentingnya good governance, apa hambatan dari pentingnya good governance,
termasuk dalam hal hambatan untuk bekerjasama dalam penanganan Covid-19.
Bagian kedua membahas Ieblh ap |th+Lya;§g7sepertl apa capaian atau penerapan

RV

dari prinsip- prlanLp dan asas- asas good governance detarm q]ananggulangl Covid-
: N ' 1( A VA
19, itu, seperti_apa capa\@;lrlr datam hal keterllbatanh rﬁ rljnltah sektop-$wasta dan

"\

masyarakat, termasuk contoh yang lebih aplikatif ditingkat lapangamn baik dalam hal
penerapan prinsip, maupun keterlibatan sektor. Selain itu, juga mencoba
mengelaborasi dari sisi regulasi dan teori yang ada. Hambatan-hamabatan
penerapan good governance memerangi Covid-19 juga cukup kompleks dan
diidentifikasi pada bagian ini untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan. Bagian
terakhir berkaitan dengan penilaian kebutuhan (needs assessment). Bagian ini
menjelaskan apa penilaian kebutuhan itu? apa pentingnya penilaian kebutuhan
terhadap penguatan good governance dalam penanganan Covid-19, bagaimana

penilaian kebutuhan itu dilakukan dan hasil penilaian kebutuhan itu seperti apa?
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13. Pentingnya Good Governance Memerangi Covid-19

Sebelum membahas pentingnya good governance, perlu dipahami secara
bersama apa good governance itu sendiri. Kamus Cambridge menyebutnya good
governance sebagai 'cara organisasi atau negara dikelola pada tingkat tertingagi,
dan sistem untuk melakukan ini'. Dalam istilah organisasi perusahaan tata kelola
didistribusikan pada tingkat tertinggi organisasi dan dikelola melalui sebuah sistem
yang baik. Tata kelola yang baik dapat dicapai dengan penciptaan dan penggunaan
sistem yang memastikan konsistensi dan pengulangan proses. Yang paling penting
adalah bahwa good governance harus mengalir dari tingkat tertinggi organisasi*.
Tata pemerintahan yang baik mengacu pada upaya memobilisasi orang-orang dari
suatu negara ke arah yang terbaik. Untuk memobilisasi tersebut membutuhkan
persatuan orang-orang dalam masyarakat dan memotivasi mereka untuk mencapai
objektivitas politik. Dengan kata lain, ini memastikan pemanfaatan yang tepat dari
semua sumber daya negara untuk warganya yang menjamin pembangunan
berkelanjutan. Tata Kelola pemefintahan membutuhkan kerjasama dan persatuan
bagi masyarakatnya untuk menjalankan\ roda organisasi dan pemerintahan. Tata
kelola yang baik adalah sentral ‘untuk menciptakan lingkungan yang dapat
mendorong pembangunan yang berkeadilan dan dapat menciptakan kebijakan
ekonomi yang sehat.

Kata “Good governance” muncul sebanyak 827.000 dalam 0,09 detik dalam
pencarian melalui google scholar pada tanggal 20 Mei 2022 Pukul 18.35-18.52 WIB.

Ini menunjukkan pentingnya goed governance-diterapkan diberbagai bidang dan

aoHARM] V] /£

sektor. Jika eftelisti dimfensy alau pnnSIpfﬂrinsip dart ﬂgqg_d governance itu
ditemukan musa‘%lr/{yyt’jﬁ%@r%cy ditemukan sebar@%@k \G]g%( X(\)O(\) talam 0,06 detik,
accountabtitty—sebanyak 3.550.000 dalam 0,07 detik, jika “Gisebutkan secara
bersamaan yaitu transparency and accountability maka ditemukan sebanyak
170.000 dalam 0,11 detik. Selanjutnya dimensi lain dari tata kelola pemerintahan
yang baik adalah participation disebutkan sebanyak 2.920.000 dalam 0,07 detik,
supremacy of law disebutkan sebanyak 8.570 dalam 0,16 detik, dalam bahasa yang
berbeda, misalnya menggunakan kata rule of law ditemukan sebanyak 990.000

dalam 0,21 detik, lebih tinggi daripada menggunakan supremacy of law. Selanjunya,

42Gisselquist, R. M. (2012). Good governance as a concept, and why this matters for development
policy (No. 2012/30). WIDER Working Paper.
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equity disebutkan sebanyak 2.130.000 dalam 0,09 detik, justice sebanyak
2.070.000 dalam 0,08 detik, responsiveness sebanyak 226.000 dalam 0,08 detik,
broad consensus sebanyak 44.500 dalam 0,09 detik, equity and inclusiveness
sebanyak 4.860 dalam 0,09 detik, effectiveness and efficiency sebanyak 113.000
dalam 0,22 detik dan strategic vision sebanyak 50.300 dalam 0,11 detik.

Jika dilihat dari frekuensi munculnya dimensi atau prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) ditemukan 5 dimensi utama yang perlu
mendapat perhatian dalam penerapan good governance yaitu transparency,
accountability, participation, equity, dan justice, tanpa mengabaikan dimensi lain
dari good governance, misalnya rule of law, responsiveness dan broad consensus.

Dalam kaitan dengan good governance dengan penanggulangan Covid-19
pun juga demikian. Good governance and Covid-19 disebutkan sebanyak 781.000
dalam 0,09 detik. Banyak pakar dan bukti praktis yang menunjukkan tentang
pentingnya good governance dalam penanggulangan Covid-19. Sebuah laporan
iimiah yang dibuat oleh Tatar, Far Montazeri Shoorekchali, Pagan, Wilson
(20214 tentang peran pemerintahan y; baik dalam perlombaan untuk vaksinasi
global selama pandemi COVID-19. Tuhisan ani/ menyampaikan bahwa pemerintah
telah mengembangkan dan menerap berbagai kebijakan dan intervensi untuk
memerangi pandemi covid19. Vaksin®€Covid-19 sekarang sedang diproduksi dan
didistribusikan secara global. Pelajaran ini menyelidiki peran tata kelola yang baik
dan indikator efektivitas pemerintah dalam akuisisi dan pemberian vaksin Covid-19
di tingkat populasi. XGBoost i an—untuk mengklasifikasikan negara
berdasarkan status vaksinasimg \a\aéﬁzglgritgéﬂtiﬁkasi kentribustrelatif dari setiap
indikator._tata I@oﬁﬂé}\l{ﬂﬁp peluncuran vaksiMﬁNiGm%\s/ilr?ﬁ-masing negara.
Negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi (misalnya;-tsraef, Uni Emirat
Arab, Amerika Serikat) juga memiliki indikator tata kelola yang lebih efektif. Kualitas
peraturan merupakan indikator paling penting dalam memprediksi status vaksinasi
Covid-19 di suatu negara, diikuti oleh voice dan akuntabilitas, dan efektivitas
Pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya global yang terkoordinasi yang
dipimpin oleh WHO dan negara-negara kaya mungkin diperlukan untuk membantu

43 Tatar, M., Faraji, M. R., Montazeri Shoorekchali, J., Pagan, J. A., & Wilson, F. A. (2021). The role
of good governance in the race for global vaccination during the COVID-19 pandemic. Scientific
reports, 11(1), 1-7.
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dalam penyediaan dan distribusi vaksin ke negara-negara yang tata kelolanya
kurang efektif.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu fungsi
dari pemerintahan yang baik dan penyediaan informasi yang berkualitas di sosial
media selama masa pandemi Covid-19. Terlalu banyak pemberitaan hoaks yang
muncul di media sosial terkait Covid-19 dan vaksinasi dan ini merupakan salah satu
penghambat dari upaya penanggulangan Covid-19. Kominfo mencatat hingga 15
Mei 2022 pukul 09.05 WIB terdapat 2.680 sebaran berita hoaks vaksinasi Covid-19
melalui Facebook, sekitar 112 berita hoaks vaksinasi Covid-19 melalui Twitter dan
terdapat 43 berita hoaks vaksinasi Covid-19 yang dapat diakses melalui YouTube?*.
Contoh berita hoaks tentang vaksinasi Covid-19, misalnya syarat pengambilan
Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menunjukkan kartu keikutsertaan vaksinasi
Covid-19. Setelah dikonfirmasi kepihak yang berwenang, berita atau informasi
tersebut ternyata tidak betul. Vaksinasi Covid-19 memiliki barcode dan ini rawan
digunakan menjelang Pemilu 2024. ap erang yang sudah memiliki barcode,
artinya data Anda sudah diketahui oleh pemerintah. Itu adalah salah satu berita
hoaks yang muncul di masyarakat. tohglainnya adalah menyebutkan bahwa
lonjaka protein pada anak yang telah vaksinasi Covid-19 dapat menyebabkan
kerusakan pada organ tubuh, terdapativideo yang beredar bahwa WHO sebagai
organisasi kesehatan sedunia yang didukung oleh PBB untuk melakukan
penghentian terhadap vaksinasi Covid-19. Informasi lainnya adalah vaksin Sinovac
yang banyak digunakan di Indonesi& gmjﬁgkan bahan uji coba bagi anak-anak
Indonesia. Jadi berita-ini seakalpat‘an pahwa a(ﬁak—anak Inelonesia ini adalah target
uji coba: Penggﬁyz;lh{&fﬂﬁji eoOba dapat berkong%img;gti\\{éﬁ‘dan meéngandung
bahwa anak-anak Indonesia dapat menjadi korban jika terdapat-efek-samping dari
penggunaan vaksin tersebut*®. Persoalannya dari pemberitaan hoaks ini adalah
karena begitu cepatnya beredar di masyarakat yang disebabkan karena
keterbukaan informasi. Masyarakat tidak dapat membedakan mana informasi yang
benar dan yang salah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi masyarakat melalui

44 Kominfo Blokir 2.882 Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19. Diakses melalui
https://www.medcom.id/nasional/peristiwva/gNQepj5N-kominfo-blokir-2-882-sebaran-hoaks-vaksin-
covid-19, pada tanggal 16 Mei 2022.

4SRahayu, R. N. (2021). Vaksin covid 19 di Indonesia: analisis berita hoax. Jurnal Ekonomi, Sosial &
Humaniora, 2(07), 39-49.
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counter dan informasi resmi dari kementerian atau lembaga tentang pentingnya
vaksinasi covid-19 dan diharapkan tidak terjadi pemberitaan hoaks yang semakin
luass.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan jika terdapat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan bahkan masyarakat sebagai
bagian dari aktor good governance ikut berkontribusi dan bertanggung jawab untuk
mengcounter pemberitaan yang muncul di berbagai media. Manfaat kepercayaan
masyarakat bagi pemerintah adalah bahwa pemerintah dapat bekerja lebih baik,
terbuka dan percaya diri terhadap penanggulangan Covid-19, sementara manfaat
kepercayaan masyarakat bagi masyarakat itu sendiri adalah masyarakat yakin
bahwa Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Umumnya kepercayaan masyarakat
menurun kepada pemerintah, jika ada hal-hal atau tindakan yang mempermainkan
atau merugikan masyarakat dalam kaitan dengan Covid-19, misalnya
penyelewengan bantuan sosial dampak pandemi Covid-19%’, pemerintah tidak
transparan terhadap masyarakaisehi
sakit di Covid-kan. Covid-19 memiliki

masyarakat menganggap banyak orang

bisnis yang tinggi bagi kalangan tertentu
mulai dari rapid test, vaksinasi maupun data-data pasien terkonfirmasi yang
memiliki konsekuensi terhadap pemb an jasa medik. Kesemua ini mengurangi
semangat masyarakat berjuang m an Covid-19 yang sesungguhnya ini
merupakan syarat utama untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang baik.
Penanganan Covid-19 harus diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang baik
antara pemerintah pusat dan daerart'i. Tata-kelola yang baik membutuhkan
koordinasi dan-dilakukan secar%‘é‘rﬁ)rer{\gn%ﬁqﬁdak ada-satlu madel tunggal yang
efektif dalam pgr'?gkjle\!wlaidﬂdﬂ eovid-lg di berbagai n%ﬁrﬁ!@ﬁ/}ﬁQ harus ditangani
secara bersamapada setiap tingkatan dan koordinasi diantara sekier-dan tingkatan
tersebut menjadi sangat penting dengan tujuan agar kegiatan lebih efektif dan
efisien, serta terjadi sharing sumber daya antar mereka. Untuk konteks Indonesia,
selain peran pemerintah pusat memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam
penanganan Covid-19, peran pemerintah daerah juga perlu dimaksimalkan untuk

menjamin keamanan wilayah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

46 Kartikawati, E., & Mayarni, M. (2021). Edukasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Kelompok Aisyiah Ranting
Kukusan Depok. SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 4(3), 650-653.
4’Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi
Dampak Covid-19 di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 83-104.
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat relevan dalam kaitan dengan
koordinasi ini. Undang-Undang tersebut diarahkan dengan tujuan untuk
mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan,
pemberdayaan dan pemerataan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik seperti demokrasi, pemerataan dan keadilan. Urusan
pemerintahan terdiri atas 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum
seperti yang disebutkan pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 9 ayat 1. Penanganan
Covid-19 termasuk urusan pemerintahan pusat yaitu pada aspek keamanan seperti
yang disebutkan pada Pasal 10 ayat 1. Urusan tersebut dapat dilaksanakan sendiri
atau melimpahkan ke gubernur di provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada
di daerah. Selain itu, Covid-19 juga dapat menjadi urusan pemerintahan konkuren,
yaitu menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
dalam hal ini bidang kesehatan seperti yang disebutkan pada Pasal 12 ayat 1, tetapi

juga relevan dengan urusan pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar seperti pangan. Covid-19-buk anye; soal kesehatan, namun berkaitan

dengan sektor lain, terutamal yan erkaitan dengan pemenuhan ekonomi
masyarakat, kesejahteraan masyarakat dampdapat berdampak pada keamanan
nasional. Itulah sebabnya mengapa T olr banyak berkontribusi dalam berbagai
kegiatan penanganan Covid-19 di Indenesia*®.

Negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
menunjukkan jauh lebih siap menghadapi Covid-19%°. Beberapa peneliti seperti
yang disampaikan oleh Philips J ermonte._dari Centre for Strategic and
International Studles (CSIS)mngatakan 'ﬂahwa perlu ontuk  mewujudkan
pemerintahan yang Iej&N e‘an efisien, tidak peoMM@an s%tem gan ideologi
negara yang-atanut apakah komunis, demokrasi atau otoritariari--Biawal penularan
Covid-19, banyak yang menduga bahwa negara yang menganut sistem demokrasi
seperti Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan memiliki peningkatan kasus
Covid-19 lebih tinggi daripada negara dengan paham ideologi komunis atau gaya

kepemimpinan otoritarian. Alasannya adalah model pemerintahan seperti itu

“Wijaya, R. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan,
Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Jurnal Tatapamong, 69-82..

49 Negara dengan Tata Kelola Baik Lebih Siap Hadapi Covid-19. Diakses melalui
https://www.beritasatu.com/kesehatan/642273/negara-dengan-tata-kelola-baik-lebih-siap-hadapi-
covid19, pada tanggal 21 Mei 2022.
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dianggap lambat mengambil keputusan, masyarakat terlalu terbuka, kritis sehingga
terlalu banyak pilihan alternatif terhadap keputusan yang akan diambil, potensi
penyalahgunaan waktu dan dana, potensi konflik besar dan pengaruh buruk dari
partai politik. Ternyata, dugaan tersebut relative terbantahkan karena meskipun
China dengan paham dan ideologi komunisnya dan sistem pemerintahan yang lebih
stabil karena tindakan pemaksaan dan kekerasan dapat dibolehkan oleh negara,
hak asasi manusia tidak diakui, kekuasaan cenderung dipegang oleh satu golongan
saja sehingga kasus Covid-19 sangat terkendali, namun bagaimana dengan
Vietnam dengan paham ideologi yang sama dengan China, ternyata Vietnam justru
berada pada peringkat 12 dunia dengan jumlah kasus tertinggi, demikian juga Korea
Utara memiliki perkembangan kasus yang signifikan. Saudi Arabia, peringkat 76
dunia, dengan sistem pemerintahan kerajaan dimana Islam sebagai tata kelola,
justru jauh lebih rendah kasusnya dibandingkan dengan negara seperti Portugis,

Israel, Australia, dan Singapura, meskipun ini perlu dikaji lebih jauh.

Secara spesifik, pentingnya @ governance dapat dilihat berdasarkan

prinsip-prinsip good governance; misa mengapa transparency menjadi penting
dalam penanganan Covid-19. Transparency paling tidak mencakup dua aspek yaitu
transparency data dan dana. Trans ncy/data dimana perkembangan kasus
Covid-19 yang demikian tinggi terutamadirawal penularan sampai pada gelombang
kedua yang terus meningkat baik jumlah kasus maupun kematian®. Data ini harus
disampaikan dengan transparan untuk mempermudah pengambilan kebijakan.
Banyak daerah kabupaten/kota yan%‘t' ak terbuka dalam hal pemeriksaan Covid-

M
19, karena takut dicapjumiah kQLYs‘, di-daera tianggap ke&agalan bagi mereka

secara palitis, E%%Htﬁﬂrﬁngnya teknologi IT urMANQg%mﬁmgkan data yang
transparan-paikc-tata kasus, data kematian, jumlah cakupan vaksinast; Ketersediaan
tempat tidur, kapasitas rumah sakit dan sebagainya. Selain transparency data juga
berkaitan dengan penggunaan dana. Transparansi dana ini penting untuk
mencegah korupsi bagi penyelenggara negara baik tingkat pusat maupun tingkat
daerah. Transparansi perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang

mempertanyakan apalagi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi sangat terasa

SOFirmansyah, Y., & Haryanto, I. (2021). Dua Sisi Gelap Covid-19: Dilematis Antara Keterbukaan
Data Identitas Penderita Covid-19 Dan Transparansi Data Publik Dalam Rangka Menekan
Stigmatisasi. Metta: Jurnal limu Multidisiplin, 1(2), 73-85.
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bagi mereka. Sebagai contoh, pemerintah perlu menjelaskan ke publik berkaitan
dengan realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19, dan bagi
Kementerian Keuangan dan BNPB harus disampaikan secara transparan.
Transparansi pada data dan penggunaan anggaran penting karena ini sangat
berpotensi terjadinya tindakan korupsi, ini sangat bertentangan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang ini mengatur tentang
pentingnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) bagi para penyelenggara negara. Praktik KKN tidak hanya dapat dilakukan
oleh antar penyelenggara negara, namun juga dapat terjadi dengan pihak lain
bekerjasama dengan penyelenggara negara. Karena itu pentingnya penerapan
kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas diatur dalam
undang-undang ini seperti yang diatur pada Bab Il Pasal 3. Selanjutnya keterlibatan
masyarakat untuk ikut mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN juga sangat

penting dan diatur dalam undang=und inig

Selanjutnya akuntabilitas. | Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu

“accountability”. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas
dalam penanganan Covid-19 menjadi gatpenting karena negara dalam situasi
darurat yang sangat berpotensi untu fladinya tindakan korupsi. Akuntabilitas
penanganan Covid-19 diharapkan dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas
keberhasilan dan mengurangi dampak negatif, dan ini menjadi harapan bagi semua
pihak baik bagi pemerintah mauptm T “katl, Ini juga sejalan dengan apa yang
diharapkan dart Undang Undan@F&‘apubhk Inlydﬁe&a Nomer 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ne'é‘M@hg Bersih dan Bebas M@NG VA

Prinstp-tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipast(participation).
Partisipasi dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu partisipasi masyarakat melalui
lembaga pemerintah yang berada di masyarakat misalnya melalui RT/RW,
Posyandu, Karang Taruna atau partisipasi masyarakat melalui LSM. Partisipasi
masyarakat juga banyak dilakukan oleh organisasi profesi. Partisipasi masyarakat
karena manajemen yang dibuat oleh pemerintah dan diorganisir secara bersama,

atau partisipasi masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Bentuk partisipasi

51 Baderi, Firdaus. (2020). Akuntabiltas Dana  Covid-19. Diakses  melalui
https://www.neraca.co.id/article/136196/akuntabilitas-dana-covid-19, pada tanggal 21 Mei 2022.
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masyarakat dapat berupa memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang
terdampak dari pandemi ini, memberikan bantuan makanan kepada keluarga yang
terkonfirmasi Covid-19, pendampingan pasien Covid-19, pembagian masker, dan
hand sanitizer®2. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi
masyarakat memegang peranan penting®3. Partisipasi masyarakat merupakan
salah satu aktor dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan partisipasi
masyarakat, maka masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintahan. Partisipasi
masyarakat memberikan ruang untuk terjadinya sharing sumber daya masyarakat.
Partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, dan
partisipasi masyarakat menjamin keberlanjutan program, apalagi pandemi Covid-
19 dapat berlangsung lama.

Prinsip lain dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keadilan dan
pemerataan (equity). Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan berada pada

daerah kepulauan, aspek keadilan dan pemerataan dari penanganan Covid-19

perlu menjadi perhatian yang serius. C -19 adalah penyakit menular dan dengan

mobilitas masyarakat yang tinggi pe ran dapat meluas. Dua hal yang perlu
diperhatikan yaitu keadilan danpem amgdarl aspek wilayah (geografis), yaitu
meliputi seluruh pulau-pulau divIndenesia,” dan kedua adalah keadilan dan
pemerataan dari aspek demografi yatu“menjamin seluruh kelompok masyarakat
memiliki akses dan jaminan dari upaya penanggulangan Covid-19. Menjamin
bahwa setiap orang menerapkan protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer,
sudah me'ngikuti program vaksinasi dﬂw juga-keadilan dan pemerataan berkaitan
dengan program pemulihan eQ)nHoﬁi nasi%“tﬂ. Pentingaya aspek keadilan dan
pemerataan d;ﬂ‘g\mNHﬁNe%la pemerintahan yaW@%gtﬁ dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatian Daerah.
Undang-Undang ini terbit dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan pemerataan
masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti

demokrasi, pemerataan dan keadilan.

52 Melawan Covid-19, Membangun Partisipasi Warga. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/opini/301273/melawan-covid-19-membangun-partisipasi-warga, pada
tanggal 21 Mei 2022.
53 Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Info
Singkat, 12(8), 13-18.
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Khusus untuk program vaksinasi, perlu mendapat perhatian pada beberapa
provinsi di Indonesia yang memiliki cakupan yang rendah yaitu Provinsi Papua,
Papua Barat, Maluku, Sulawesi Barat dan Maluku Utara baik pada vaksinasi dosis
1, 2 maupun dosis 3. Cakupan vaksinasi dosis 3 lebih rendah dari dosis 2 dan
cakupan vaksinasi dosis 2 lebih rendah dari dosis 3. Pelaksanaan program
vaksinasi di Indonesia mengacu kepada Permenkes No. 84 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Diharapkan semakin tinggi cakupan vaksinasi Covid-19, maka semakin tinggi pula
tingkat kekebalan kelompok yang diharapkan®*.

Tata kelola pemerintahan yang baik, bukan hanya soal bagaimana pentingnya
penerapan dari prinsip-prinsip tata kelola dalam penanganan pandemi Covid-19,
namun bagaimana pemerintahan dikelola dengan melibatkan sektor pemerintah
sebagai good public governance, swasta dan masyarakat sebagai good corporate
governance secara seimbang®°. Sebagai pilar good governance, mereka memiliki

peran berbeda. Pemerintah berperan sebagay pembuat kebijakan dan mengatur

unsur kelembagaan yang terlibat serta pemerintah berfungsi untuk memfasilitasi

kebutuhan dalam pengendalian Covid=19. sitigas pemerintah dalam tata kelola
pemerintahan ada 2 yaitu melayani d engatur masyarakat®. Tugas pelayanan
lebih menekankan pada mendahuluka pentingan umum, mempermudah urusan
publik dan memberikan kepuasan kepada publik, seperti pelayanan program
vaksinasi, rapid test dan pelacakan kasus, sedangkan tugas untuk mengatur yaitu
lebih menekankan pada kekuasaan yﬁn,%' melekat dari jabatan yang dimilikinya.
Fungsi mengatur ini-penting, di g funggﬁnelayam untaK menjaga ketertiban
dari pelayananTﬁngW An Lebih lanjut, pemMﬁ%(%erpéqan mengarahkan,
memfasilitast,—Mmemberikan peluang kepada masyarakat dan—swasta dalam
pelaksanaan pembangunan.

Swasta berperan sebagai utama dalam pembangunan, pelaku utama dalam
menciptakan lapangan kerja dan berfungsi memberikan bantuan dari dana

Corporate Social Responsibility (CSR) atau keterlibatan lainnya, sementara unsur

5 Arina, E. (2021). Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19
untuk Herd Immunity. Jurnal Medika Hutama, 3(01 Oktober), 1265-1272.

55 Darmakusuma, dkk. (2022). Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan. Lembaga Ketahanan
Nasional RI. Jakarta.

56 Kurniawan, I. G. S. (2020). Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. Jurnal llmiah Cakrawarti, 3(2), 62-78.
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masyarakat dapat berperan untuk memobilisasi masyarakat pada tingkat grass root,
pemeran utama dalam pembangunan dan cukup kuat dalam fungsi pemberdayaan,
dan sebagai check and balance bagi pemerintah untuk mencegah adanya Tindakan
penyelewenagan kewenangan yang diberikan.

Ciri atau karakterisitik dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah®’ yaitu
adanya interaksi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta
dan masyarakat, terdapat proses penguatan diri sendiri untuk menciptakan
pemerintah yang dapat mengatasi dinamika masyarakat yang tinggi, adanya
keseimbangan kekuatan dan independensi dari masing-masing aktor. Dalam kaitan
dengan penanganan pandemi Covid-19, membangun interaksi dan komunikasi
yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu antara pemerintah dan
swasta, pemerintah dan masyarakat, swasta dan masyarakat dan pemerintah,
swasta dan masyarakat. Membangun keseimbangan kekuatan antara pemerintah,
swasta dan masyarakat juga diperlukan dalam tata kelola pemerintahan yang baik,
sehingga tidak ada yang mendominasi 0leh masing-masing aktor, dan juga dapat
memberikan ruang kepada aktor lain untuk memainkan peran sesuai dengan
kewenangan dan kompetensinya.

Untuk mewujudkan tata kelola erintahan yang baik dalam penanganan
Covid-19 membutuhkan kepemimpinaniyang kuat (strong leadership) pada semua
tingkatan. Ada beberapa nilai kepemimpinan yang perlu diterapkan, misalnya
bahwa penanganan Covid-19 harus proakitif, transparansi dalam hal penyajian data
yaitu data apa saja yang berkaltan den an-Covid-19, bukti ilmiah (scientific
evidence) merglpakan dasar baé?pemenntah ﬁam pengambllan kebijakan, inovatif
dan mewbangun hlelr:’g"émgérbagal pihak yang Mﬁﬂﬂﬁem\é%w dalam upaya
penanggutangan Covid-19 di Indonesia®®.

Hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan pentingnya good governance
dalam memerangi Covid-19. Diharapkan dengan pertimbangan ini menjadi alasan
mengapa good governance perlu diperkuat dalam rangka mendukung ketahanan

nasional.

57 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Ciri & Unsur. Thabroni, Gamal. (2021). Diakses
melalui https://serupa.id/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-pengertian-ciri-unsur/, pada tanggal 21
Mei 2022.

58 Penanganan Korona Membutuhkan Tata Pemerintahan yang Baik. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316284/penanganan-korona-butuh-tata-
pemerintahan-yang-baik, pada tanggal 21 Mei 2022.
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14. Penerapan Good Governance Memerangi Covid-19
Penerapan good governance dalam penanganan Covid-19 di Indonesia dapat
dilihat dari implementasi prinsip-prinsip dari good governance tersebut, peran yang
dimainkan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, yang diikuti oleh contoh
praktis pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pada contoh kasus
tertentu yang relevan. Meskipun penerapan good governance telah berjalan di
Indonesia, namun beberapa permasalahan penanganan Covid-19 masih sering
muncul yang sesungguhnya mencederai penerapan prinsip-prinsip dan keterlibatan
aktor good governance, khususnya di awal penularan gelombang pertama sampai
kedua Covid-19, yaitu diantaranya:
a. Data dan sistem pelaporan belum berjalan secara optimal®.
Sistem belum berjalan dengan baik terutama di awal penularan Covid-19.
Sebagai contoh sistem pelaporan jumlah kasus baik yang terkonfirmasi positif
maupun yang meninggal dunia, yaitu adanya transparansi data yang sangat
meragukan, dan cenderupgg u ditutup—tutupi. Ada kekhawatiran bagi
pemerintah bahwa jumlah l‘(asus vid-1d‘ itu adalah aib sehingga tidak perlu
dimunculkan data atau faktanyasHe! inisdikuatkan yaitu adanya sistem yang
disiapkan oleh pemerintah rﬁe_lal Iikasfii, namun ada juga yang dibuat dalam
bentuk excel, dan bahkan ada ya dmaditulis tangan dan difoto saja. Sistem
belum siap mendukung data yang akurat dan tepat yang dapat diakses oleh
siapa saja. Beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia
melakukan protes terhadapdatgm’%d~ilaporkan oleh pemerintah provinsi

’ A ~
karena i,s_fi;*_l;figz’ﬁl*'terjadi’ e%l Sesudiai ﬁtar’a-data'késus kabupaten/kota

dengan dataﬂ IHM&%@, terlaporkan sem‘@gﬂgc@/ rﬁen cAe/r{r_h‘ilh kan data
yéiﬁg se‘éiﬁ’ngguhnya.ﬁ | =z =
Dampak dari kesimpangsiuran data tersebut dapat memberi dampak
terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tenaga
kesehatan khususnya bahwa Covid-19 seakan-akan dapat dipermainkan,
tidak ada masalah dan dapat menimbulkan berbagai pemberitaan yang tidak
benar. Data tidak valid dapat menyebabkan salah membuat perencanaan dan

penganggaran program. Data tidak valid menyebakan salah dalam mengambil

59 Loc.Cit.
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keputusan dan juga ikut melaporkan data yang salah. Karena itu, kepastian
data diperlukan dan mekanisme pelaporan yang transparan sangat
dibutuhkan. Terdapat beberapa penyebab masalah data dan pelaporan
tersebut, misalnya karena keterlambatan data dari daerah®, kesiapan SDM,
beban kerja, kesiapan infrastruktur yang mendukung mekanisme pelaporan
dengan baik dan pengaruh aspek politik. Transparansi data penting sebagai
bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Penolakan pemakaman jenazah Covid-19

Tantangan dalam penanganan Covid-19 adalah adanya penolakan
masyarakat mengenai pemakaman jenazah Covid-19 yang terjadi di beberapa
wilayah Indonesia. Misalnya yang terjadi pada sekelompok masyarakat di
Kabupaten Gowa dan di Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan. Daerah lain juga terjadi di Bandar Lampung dimana jenazah
pasien Covid-19 minta dipindahkan pada lahan pemerintah Provinsi Lampung.

Kasus ini juga terjadi di Kabupat

idoarjo, Jawa Timur, bagi penggali kubur
menolak untuk melakukan proses pemakaman karena takut tertular.
Penolakan pemakaman bukan hanya jenazah dari masyarakat umum, namun
n diRSUP dr. Kariadi Semarang®.

i sepertl inl banyak terjadi di beberapa

itu juga terjadi bagi tenaga kese

Penolakan pemakaman |en
wilayah Indonesia, baik yang sempat dimuat di media maupun tidak. Mereka
menolak disebabkan karena masyarakat panik dan takut tertular karena
Covid-19. Ini juga disebabkan karﬁwm)emberitaan Covid-19 yang juga kadang
berlebihan, ditambah den?aﬁ erbagaMlﬂgrita hoaks-sehingga menimbulkan
kepanikarT &%‘M&Nﬁhkm. Masyarakatjuga[\qé&hl&%\r{ﬁ%mya galam kaitan
dengan-penularannya, namun juga risiko dan beban ekonomi-dar sosial yang
ditanggung ketika seseorang tertular Covid-19. Dalam konteks tata kelola
pemerintahan yang baik, penolakan pemakaman jenazah Covid-19
menunjukkan pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk saling menerima

masih kurang. Hal ini juga terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat

80Vermonte, P., & Wicaksono, T. Y. (2020). Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia:
Temuan Awal. CSIS Commentaries, 1, 1-12.

61 Penolakan Jenzah Pasien Covid-19, Mengapa Bisa Terjadi? Diakses melalui
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolakan-jenazah-pasien-covid-19-
mengapa-bisa-terjadi, pada tanggal 22 Mei 2022.
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tentang Covid-19 yang disebabkan oleh berita-berita hoaks. Dalam konteks
good governance, ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat
dimana peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terhadap penanggulangan
Covid-19 di Indonesia.
c. Penyalahgunaan bantuan sosial

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kebijakan
pembatasan mobilitas masyarakat dengan memberikan bantuan sosial tidak
semua dapat berjalan dengan tepat sasaran. Terdapat potensi untuk
terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Beberapa
contoh kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan juga dugaan
penyelewengan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Misalnya di
Sulawesi Selatan pada awal penanganan Covid-19, bantuan sosial tidak tepat
sasaran. Hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi
Selatan menemukan markup bantuan paket sembako. Indikasinya terdapat
selisih sekitar Rp. 1,1 Milyar-dan us ini telah ditangani oleh pihak berwajib
dalam hal ini pihak kepolisian. nurut BPK terdapat sekitar 8000 kasus
penyalahgunaan keuangan di vinsiy Sulawesi Selatan, terutama pada
periode Januari-Juni 2021%,. S satu bukiti keseriusan pemerintah dari
upaya penegakan hukum dan tramsparansi penggunaan anggaran Covid-19
adalah dengan melakukan pencopotan terhadap Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga terlibat
dalam kasus tersebut. Kastis sep&rti N juga dapat terjadi di beberapa daerah
lain di Inadonesia, misal@g‘ﬁjngMan ’ﬂar bantuan Sosial di Kabupaten
Tangeranglé%%m&es di Kejaksaan Neé@ﬂ%@u%;{& Tangerang, dan
beberapakasus daerah lainnya di Indonesia. Tindakan kortpstbantuan sosial
Covid-19 juga terjadi pada tingkat kementerian seperti Kementerian Sosial
(Kemensos) dimana semestinya bantuan sosial tersebut digunakan untuk
kelompok orang miskin, namun justru menjadi sasaran korupsi bagi pejabat

kementerian®3.

62 BPK Sulsel: Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kota Makassar Bermasalah. Diakses melalui
https://sulsel.suara.com/read/2021/08/25/171847/bpk-sulsel-bantuan-sosial-pandemi-covid-19-
kota-makassar-bermasalah, pada tanggal 29 April 2022.

63 Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan.
Diakses melalui https://antikorupsi.org/id/article/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-
analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan, pada tanggal 29 April 2022.
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Tindakan korupsi dapat terjadi karena ada kesempatan (opportunity) jalan
pintas untuk memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan dampak dan kerugian
yang ditimbulkan. Kerugian dapat berdampak pada negara dan seluruh
masyarakat Indonesia. Korupsi bantuan sosial Covid-19, dapat terjadi karena
lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan dimana tidak dilakukan
secara langsung pada tingkat lapangan®*. Dalam situasi darurat seperti ini,
dimana sebagian orang juga lebih fokus pada bagaimana menjaga kesehatan,
terproteksi dari penularan Covid-19 daripada memikirkan masalah lain. Teori
willingness and opportunity to corrupt menjelaskan bahwa tindakan untuk
melakukan korupsi dan penyelewengan karena adanya keinginan untuk
melakukan korupsi dan terdapat kesempatan untuk melakukannya yang
disebabkan karena kurangnya pengawasan dan sistem pengawasan yang
lemah dan terdapat niat dan keinginan untuk melakukannya karena didorong

oleh faktor kebutuhan atau lainnya.

Penyalahgunaan bantuan sialyini - menunjukkan tidak adanya
akuntabilitas pemerintah dalam anfaatkan bantuan sosial tersebut. Oleh
karena itu perlu adanya penegakan hukum (supremasi hukum) sebagai salah
satu komponen dari good governance.

d. Akuntabilitas Bantuan Masyarakat terhadap Penanganan Covid-19

Pada beberapa wilayah di Indonesia, bantuan dari pemerintah, sektor
swasta dan masyarakat cukup berjalan dengan baik, namun masalahnya
koordinasi dan pertanggungjawa%n bantuan tidak dilakukan dengan optimal,
terutama darl sektor swasg UaR-frasyel efaat Bantuan tersebut ada dua yaitu
bariuan yang Hﬁﬂlp‘karena kebijakan Mr@ah )Ang diduat untuk
mendereng keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, ataw-barntuan karena
keinginan masyarakat untuk saling membantu dan ini yang relatif tidak
terkoordinir dengan baik, karena ada yang memberikan bantuan secara
individu, dan ada juga yang memberikan bantuan dalam bentuk kelompok.
Bantuan tersebut mulai dari pembagian masker, hand sanitizer, vitamin dan
obat-obatan, atau sembako. Selain daripada itu, banyak bantuan yang tidak

tepat sasaran, misalnya ditemukan adanya bantuan yang diberikan kepada

64 Sinuraya, T. S. D., & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di
Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development, 9(3), 125-130.
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masyarakat pada perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang mampu®®. Dari
sisi tujuan, eksistensi bantuan tersebut yang bersumber dari masyarakat
menunjukkan masih tingginya budaya gotong royong masyarakat Indonesia,
namun dari sisi akuntabilitas sangat rawan apalagi bantuan yang diberikan
masyarakat dengan perantaraan organisasi atau lembaga yang tidak
terkoordinasi dengan baik, sangat berpotensi untuk terjadinya penumpukan
bantuan dan tidak tepat sasaran. Ini juga bertentangan dengan UU Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Undang-Undang ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat untuk ikut
mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN.
e. Ketimpangan Pemerataan Cakupan Vaksinasi Covid-19

Cakupan vaksin Covid-19 umumnya masih sangat terkonsentrasi di
Provinsi DKI Jakarta, Bali, DI. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur
dengan jumlah persentasi cakupan vaksinasi paling tinggi di Indonesia.
Sementara beberapa provigsi di Indonesia perlu mendapat perhatian dimana
memiliki cakupan vaksinasi yang paling rendah meliputi Provinsi Papua,
Papua Barat, Maluku, Sulawesi at @an Maluku Utara baik pada vaksinasi
dosis 1, 2 maupun dosis 3. Keti ngam ini sebagian besar terjadi di wilayah
Indonesia Bagian Timur. Cakupanwaksinasi dosis 3 lebih rendah dari dosis 2
dan cakupan vaksinasi dosis 2 lebih rendah dari dosis 3. Khusus vaksinasi 3
baru mencapai 19,95 persen secara nasional (21 Mei 2022). Pelaksanaan
program vaksinasi di Indonesja mengacu kepada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor-84 Ta@JB‘ %O%O,wté%’%g Pelaksanaan-Vaksinasi dalam
rangka p‘gﬁarr\]lg]aﬁdﬂg%n pandemi Covid-lMprwgrgpxéw semakin tinggi
cakupari-vaksinasi Covid-19, maka kekebalan kelompok“Semakin terbentuk.
Aspek pemerataan merupakan salah satu dimensi dari good governance yang
perlu diperkuat dengan harapan terjadinya kekebalan kelompok antar wilayah
dan antar kelompok umur.

Dalam perspektif kesehatan berkaitan dengan tingkatan pencegahan

penyakit, vaksinasi termasuk ke dalam pencegahan primer (primary

65 Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian. Diakses melalui
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-
jaringan-gusdurian, pada tanggal 30 April 2022.
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prevention) yaitu perlindungan khusus (specific protection) oleh Leavell and
Clarck®, Vaksinasi Covid-19 memegang peranan penting untuk memutus
mata rantai penyebaran Covid-19, disamping penerapan protokol Kesehatan
atau strategi lainnya. Meskipun demikian tantangan peningkatan cakupan
vaksinasi Covid-19 cukup kompleks. Penyebabnya adalah, diantaranya,
masyarakat takut tentang efikasi dan kefektifan dari vaksinasi tersebut, apalagi
dianggap vaksin Sinovac yang pertama kali banyak digunakan oleh warga
Indonesia memiliki tingkat efikasi lebih rendah dibanding dengan jenis vaksin
yang lain. Munculnya berita hoaks yang cukup mengganggu dimana terdapat
beberapa pemberitaan yang tidak sesuai dan telah banyak beredar di
masyarakat luas melalui pesan-pesan singkat whatsup atau sosial media
lainnya. Faktor lainnya karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang
vaksin Covid-19, masyarakat tidak tahu persis tentang apa itu vaksin Covid-
19, tujuannya untuk apa, apa dampak atau efek samping yang diperoleh bagi

seseorang yang Ikut vaksindan gainya. Faktor manajemen pada tingkat

lapangan®’, terutama pada d h-daerah yang sulit dijangkau secara

geografi, daerah pulau, pulau-pulau teriwar, pelosok desa dan kesulitan akses
untuk menjangkau wilayah secara keseluruhan. Selain itu, faktor lain yang
berpengaruh adalah target popt yang tinggi karena ini berkaitan dengan
vaksin (logistik), jumlah penduduk yang divaksin dan ketersediaan tenaga
vaksinator, dan faktor populasi sasaran vaksin tidak memenuhi syarat®®,

f. Penggunaan Peduli Lmdun?iM

Aplikasi PeduliLindun&Xéﬂﬁah ap{iwa{g aplikasi yan%dikembangkan oleh

A . :

Kemente;ran I&Mﬂt@h Rl bekerjasama d&q&NQoFrznmf , BUMN, Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasiohat,—+Ni/Polri, dan
Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan membantu pemerintah terkait

dalam melakukan pelacakan kasus. Aplikasi ini berbasis partisipasi

66 Rahayu, D., Krisnawati, D. I., Susilowati, E., Yunarsih, Y., Santoso, P., & Alimansur, M. (2021).
Optimalisasi Pencegahan dan Penganggulangan Covid 19 dengan Peran Serta sebagai
Vaksinator. Jurnal Peduli Masyarakat, 3(4), 415-422.

67 Penyebab Masih Lambatnya Realisasi Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui
https://www.republika.co.id/berita/gnkyd4409/penyebab-masih-lambatnya-realisasi-vaksinasi-
covid19, pada tanggal 16 Mei 2022.

68 9 Syarat Penerima Vaksin dalam Program Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui
https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/19/070200623/9-syarat-penerima-vaksin-dalam-
program-vaksinasi-covid-19?page=all#page2, pada tanggal 16 Mei 2022.
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masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik
dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. PeduliLindungi ini berisi
pelayanan berupa periksa sertifikat Vaksin Covid-19, status vaksin dan test
Covid-19, daftar Lab PCR, daftar Lab Antigen dan daftar vaksinasi®®.
Keterlibatan institusi tersebut di atas dalam merancang aplikasi
PeduliLindungi tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat good
governance, namun masalahnya, peduli lindungi ini tidak digunakan secara
konsisten terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan lewat pesawat
atau lainnya, untuk mengontrol status vaksinasi seseorang. Dulu pemerintah
menetapkan bahwa syarat bepergian adalah negatif hasil pemeriksaan
antigen, kemudian berubah boleh bepergian tanpa pemeriksaan antigen,
namun harus minimal 3 kali vaksinasi, dan tetap menerapkan protokol
kesehatan. Namun faktanya sekarang seseorang bisa bepergian tanpa harus
ditanya dan dichek apakah Anda sudah ikut vaksin lengkap atau tidak. Kalau
pun petugas menanyakan status vaksin Anda, namun tidak dilakukan
pemeriksaan dan pengecheckan ebih:jjauh. Protokol kesehatan pun di
pesawat hampir tidak berjalan’lagl, keewali pramugari dan pramugara yang

tetap konsisten menggunakan masker pada semua penerbangan.

Prinsip kehati-hatian dari peatlaran Covid-19 mestinya tetap dijalankan
dengan baik, potensi penularan dan mutasi varian baru selalu ada, prinsip
mencegah lebih baik daripada mengobati itu tetap yang harus dikedepankan
sampai negara dan dunladbgp/e’a\r hig\eig‘?r 7mesnyatakan Covid-19 telah berubah
dari pandemi menjadu endémlk

Dlmerksfl\dlriﬁén& |ftrsebut di atas ya“r"{b Hérupakan permasalahan
penangguiangan Covid-19, sangat relevan dan bertentangan-derngan prinsip-
prinsip good governance. Data dan laporan yang valid merupakan dasar untuk
Menyusun program dan anggaran yang tepat, partisipasi masyarakat sebagai
salah satu aktor dari good governance menjadi penting untuk tidak melakukan
penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19, penyalahgunaan bantuan
sosial bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain

daripada itu prinsip pemerataan menjadi sangat penting dalam penerapan

69 Lindungi diri dan sekitar dengan berpartisipasi dalam program Vaksinasi Covid-19. Diakses
melalui https://www.pedulilindungi.id/, pada tanggal 22 Mei 2022.
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good governance, termasuk pemerataan cakupan vaksinasi baik pemerataan
terhadap wilayah geografis provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerataan
dari aspek kelompok umur, termasuk cakupan vaksinasi bagi kelompok lansia.
Diharapkan dengan penguatan dimensi tersebut, maka ketahanan nasional

terutama aspek sosial budaya semakin terdukung.

15. Penilaian Kebutuhan Good Governance Memerangi Covid-19

Needs assessment dalam sebuah program, termasuk dalam pengendalian
Covid-19, penting dilakukan dengan berbagai alasan. Pertama, biaya yang
ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 cukup tinggi (high cost), baik biaya yang
diakibatkan oleh penanganan kesehatan misalnya pengobatan, contact tracing, alat
kesehatan/logistik, jasa medik tenaga kesehatan, ataupun biaya yang hilang akibat
sakit, hilangnya produktivitas dan biaya yang berkaitan dengan program pemulihan
ekonomi nasional. Kedua, sumber daya terbatas (limited resources). Karena kita

memiliki sumber daya yang terbata

alk berupa tenaga maupun keuangan,
sementara banyak program yang perl akukan, maka penilaian kebutuhan untuk
penanganan Covid-19 harus dilakuka rdasarkan kebutuhan (needs)°.
Needs assessment untuk penangenan’ Covid-19, dapat dilakukan melalui
beberapa cara, yaitu needs assessment berdasarkan apa yang dirasakan dan apa
yang mereka sampaikan (what people say they need). Karena keterbatasan waktu,
penulis tidak menggunakan pendekatan yang pertama ini. Pendekatan yang
In_yaitu needs assessment berdasarkan apa

Apral{\t/iLMfgu tindakan &ax ressed needs atau
expressed in iﬁ)%ﬁ@éﬂé‘a‘assessment berdasammgautuha norative yang

didasarkan-pada pertimbangan para ahli (normative needs defired-by-experts), dan

digunakan dalam penulisan Task\alﬁi' |
yang mereka lakukan-dalam bQ\tu

needs assessment berdasarkan kebutuhan komparasi (comparative needs).’*
Upaya penguatan good governance dalam memerangi Covid-19 di Indonesia

berdasarkan expressed needs, adalah nampak terlihat mengenai masih rendahnya

cakupan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah dan ini juga ada kaitannya dengan

posisi wilayah yaitu pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19 sebagian besar terjadi

70 Wright, J., Williams, R., & Wilkinson, J. R. (1998). Development and importance of health needs
assessment. Bmj, 316(7140), 1310-1313.

L Gillam, S. J., & Murray, S. A. (1996). Needs assessment in general practice. Occasional paper
(Royal College of General Practitioners), (73), 1.
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di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Dari sisi
geografis, umumnya berada pada wilayah Timur, dan ini yang perlu mendapat
perhatian bagi pemerintah. Konsistensi kontrol riwayat pelaku perjalanan, status
vaksin apa lengkap atau tidak melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang
sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat diperlukan
dan diharapkan berkelanjutan. Disatu sisi juga dipahami bahwa banyak masyarakat
yang tidak peduli dengan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19. Sosialisasi dan edukasi,
serta penerapan kebijakan protokol kesehatan di tempat-tempat umum tetap perlu
dioptimalkan.

Lebih lanjut, tidak adanya fasilitas yang tersedia yang mendukung untuk
penerapan protokol kesehatan sering terjadi di tempat-tempat umum, tempat kerja
dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada upaya lingkungan yang mendukung
(supportive environment) untuk dilakukannya penerapan protokol kesehatan.
Konsistensi penerapan kebijakan penanggulangan Covid-19 yang selalu berubah.
Ini yang harus dilakukan agar masyaraket ada, kepercayaan terhadap pemerintah
secara bersama untuk menanggulangi ijid-lQ ini. Kepedulian pemerintah daerah
dalam merespon upaya pengendalian Covidsi9 beragam baik dalam bentuk alokasi
anggaran, program dan kebijakan. Hasilnya ada daerah dengan kasus yang
meningkat dan ada daerah dengan kasus-yang cukup terkendali. Contoh paling riil
adalah cakupan vaksinasi yang sangat timpang antar daerah dan wilayah.

Dalam kaitan dengan penguatan good governance, penyelewengan bantuan
sosial Covid-19 ini yang pel‘ll(lw m’xerlcﬁ%f pe:hatlan serius. Pengawasan perlu
dioptimalkan, komitmen-darn tanggung javan_pemerintah sangat diharapkan, dan
perlu ada tlndakan pé%céb%ﬁan dan penindakan bé“r'kaqtalr‘i dengah penyélewengan
bantuan sestat; karena ini selain merusak tatanan masyarakat, masyarakat menjadi
tidak percaya kepada pemerintah, memberikan dampak lain dari tindakan
penyelewengan tersebut. Selain daripada itu, juga bertentangan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan juga mencederai semangat dan prinsip-
prinsip untuk menjalankan pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Transparansi data kasus, dan data jumlah kematian
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terutama pada level kabupaten/kota perlu dimaksimalkan, demikian juga perlu
validitas data penerima bantuan Covid-19 di Kemensos, perlu ada kriteria dan
parameter bagi mereka penerima bantuan, pendampingan bagi pemerintah daerah
dalam rangka perbaikand data, pengawasan penyaluran bantuan’?.

Upaya penanganan Covid-19 dalam rangka memperkuat good governance,
juga dapat dilihat dari pendapat para ahli (expert needs), berdasarkan telaah artikel
iimiah yang telah dipublish pada journal nasional maupun internasional.
Penanganan Covid-19 membutuhkan transparansi kebijakan sebagai layanan
publik’®, pemberdayaan masyarakat dan UMKM diperlukan untuk mengatasi
dampak ekonomi Covid-19’4 dan peningkatan ketahanan pangan’®. Covid-19
sebagai layanan publik, membutuhkan penerapan intellectual capital baik yang
mencakup modal peningkatan kapasitas SDM (human capital), pengguna dalam hal
ini masyarakat (customer capital) maupun yang berkaitan dengan modal organisasi

(organizational capital)’®. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam tata kelola

pemerintahan untuk penanganan demy Covid-19 adalah inovasi dan
implementasi kebijakan yang dibuat h masing-masing pemerintah daerah’”,
penguatan birokrasi pemerintahan da 8 gpeningkatan kapasitas kepemimpinan
lokal dan kegotongroyongan’®, peng lan’keputusan strategis®, peningkatan

strategi diplomasi ekonomi Indonesi@ untulx mengatasi dampak ekonomi dari

72 Penyelewengan Bansos Covid-19 vyang Masinh Terus Terjadi. Diakses melalui
https://www.republika.co.id/berita/gxbd9y328/penyelewengan-bansos-covid19-yang-masih-terus-
terjadi, pada tanggal 22 Mei 2022.

73 Afni, R. C. M. (2020). Transp ﬂﬂmﬂl gpl Rublik sebagai Strategi Nasional dalam
Menanggulangi Pandemi-Covid-19.'S JeFa-SO é‘ & Budaya-Syar-i,75), 439-454.

4 Anggraeni-\VTE, MIHgé We_P., & Nurdiyah, N @O@r fel@n 'pemerifitah dalam
pemberdayaan UNMIKM-di ﬁ ndemi Covid-19 di Indonres nal of Governmernt and Politics
(JGOP):=3(1), 47<65!

75 Helmi, F., & Ali, H. (2020). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Pandemi
Covid-19 Di Kota Bukittinggi. Jurnal Benefita, 5(3), 366-382.

76Siyami, N., & Rusmiyatun, R. (2021). Penerapan Intellectual Capital dan Good Corporate
Governance sebagai Strategi Pemulihan Kesehatan Finansial Pasca Pandemi Covid 19. SEGMEN
Jurnal Manajemen dan Bisnis, 17(3).

7 Siregar, H., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2020). Manajemen Strategi di Masa Pandemi Covid-
19. Komitmen: Jurnal llmiah Manajemen, 1(2), 40-58.

78 Nursalim, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi
Covid-19. Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang, 18(2), 46-62.

7 Humaedi, M. A., Purwaningsih, S. S., Sundari, L. V., & Fathy, R. (2021). Membangun
Kegotongroyongan dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan
Dampak Covid-19: Pentahelix's Strategy for Handling the Impact of Covid-19. Jurnal Masyarakat dan
Budaya, 23(1).

80 Subagia, D., Santoso, I. A. P., Maryanti, M., & Ramadhani, R. M. (2020). Strategi Pengambilan
Keputusan Strategis Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Sebuah Literatur
Review. Jurnal Manajemen Bencana (JMB), 6(2).
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pandemik Covid-19, pemulihan sektor pariwisata®', pengembangan teknologi
pembelajaran online, terutama di lingkungan sekolah dan kampus®?, edukasi Covid-
19 berbasis digital®® dan penguatan program vaksinasi Covid-19 terutama daerah
dengan cakupan vaksinasi yang masih sangat rendah®.

Cara lain untuk menelaah penguatan good governance dalam memerangi
Covid-19 adalah dengan melalui kebutuhan perbandingan (comparative needs).
Kebutuhan perbandingan dapat dilakukan yaitu perbandingan antar kelompok,
wilayah kabupate/kota, provinsi atau bahkan negara. Apa strategi yang diidentifikasi
di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal sehingga penanganan Covid-19,
semakin efektif. Sebagai contoh peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 yang
belum merata di Indonesia. Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat,
Sulawesi Barat dan Maluku Utara dapat belajar dan melakukan perbandingan apa
yang menjadi faktor sukses dari wilayah lain dan diterapkan pada wilayah yang
masih rendah cakupan vaksinasinya. Komparasi mungkin dalam bentuk anggaran,

kepatuhan masyarakat, kepedulan p rintah daerah, peran tokoh masyarakat

atau aspek lain.

Dengan memperhatikan | pro needs assessment dan berbagai

permasalahan, kami menggunakan al alists SWOT dalam kaitan dengan upaya
memperkuat good governance dala emerangi Covid-19 guna memperkuat
ketahanan nasional Indonesia, dengan memperhatikan kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan hambatan (threats).
Meskipun analisis SWOT dianggap s&b ar-alat yang cukup sederhana namun
cukup kuat dalanAmengemban& n-sepuah-sifateg program. Kelebihan analisis ini
adalah analisi;r S\NMQ%t memahami masalemwgaﬁgal , memanfaatkan

peluang dengaritepat, semua anggota tim dapat terlibat tanpa harus-didelegasikan

kepada orang lain. Selain itu, analisis SWOT tidak membutuhkan biaya yang mahal,

81 Rahmawati, R., & Parangu, K. A. (2021). Potensi pemulihan pariwisata halal di Ponorogo (Analisa
strategi pada masa pandemi COVID-19). JolE: Journal of Islamic Economics, 1(1).

82 Adisel, A., & Prananosa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. Journal Of Administration and
Educational Management (ALIGNMENT), 3(1), 1-10.

83 Damayanti, N., & Ningsih, C. (2020). Digital humas pemerintah dalam menyampaikan informasi
edukasi pencegahan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Pustaka Komunikasi, 3(2), 191-200.

84 Ritunga, I., Lestari, S. H., Santoso, J. L., Effendy, L. V., Siahaan, S. C. P. T., Lindarto, W. W., ...
& Monica, T. (2021). Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made
Surabaya Barat. Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 5(1), 45-52.
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dan tidak membutuhkan waktu khusus.

Kekuatan yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan penguatan good
governance dalam memerangi Covid-19 di Indonesia, diantaranya, adalah
dukungan tenaga kesehatan, RS, TNI/Polri, dan stakeholder lainnya. Para dokter
dan tenaga kesehatan lainnya, bahkan juga menjadi bagian dari korban keganasan
Covid-19, saat berinteraksi dengan para tenaga kesehatan, atau pun dari tenaga
kesehatan ke pasien atau sebaliknya. Pemerintah menyiapkan rumah sakit,
Puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya untuk memberikan layanan khusus
kepada mereka yang terkonfirmasi positif. Pemerintah menyiapkan alokasi
anggaran penanganan Covid-19 dan juga anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi juga terus
mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam penanganan Covid-19, misalnya
wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan dan kampung tangguh di Jawa Timur.
Selanjutnya kekuatan lainnya adalah adanya regulasi yang mendukung
penanganan Covid-19, baik regulasi yang berkaitan dengan good governance,
Covid-19 dan vaksinasi maupun yang Zeraitan dengan regulasi refocusing dan
program PEN. Semangat kerelawanan dan kegotongroyongan masyarakat
Indonesia juga diperlihatkan padabeberapa kasus sebagai bagian dari keterlibatan
dan kontribusi masyarakat dalam mewtjudkan pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, terdapat cukup banyak kelemahan bagi bangsa Indonesia
dalam penguatan good governance memerangi Covid-19. Jumlah penduduk

Indonesia cukup besar dan target Sasaran 3 vaksma5| cukup tinggi yaitu lebih 200

1 A
’U\ HJw / A

juta penduduk-tndonesia dlsamblng letax geograﬂs sebagal daerah kepulauan,
penduduk yang bera{da ﬁ)éda pulau-pulau kecH d4H déerah ST daerah pelosok
menyulitkan-akses dan cakupan untuk melakukan vaksinasi. Infjuga-menyebabkan
terjadinya ketimpangan pemerataan vaksinasi antar wilayah terutama mereka yang
berada pada wilayah Timur Indonesia. Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di
beberapa daerah terjadi terutama diawal penularan Covid-19. Tidak adanya fasilitas
yang tersedia yang dapat mendukung penerapan protokol Kesehatan pada pelosok
desa atau kelompok masyarakat tertentu dan berita hoaks sering muncul yang
menyebabkan banyak beredar pemberitaan yang tidak benar. Pada tingkat
kebijkan, sering terjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah berubah-ubah,

respon pemerintah daerah cukup beragam sehingga dampaknya terdapat daerah
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dengan jumlah kasus tinggi dan juga daerah dengan kasus rendah dan koordinasi
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota seringkali tidak terjadi secara maksimal. Pemerintah
Indonesia ada vaksin nusantara yang pernah didorong oleh pemerintah dan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun ini tidak mendapatkan
dukungan secara penuh. Pada saat puncak-puncak gelombang penularan Covid-
19, biaya dan tarif rapid antigen dan PCR juga merupakan salah satu penghambat
upaya penanggulangan Covid-19, karena pada daerah kota yang sama, namun
tempat pemeriksaan antigen dan PCR dapat berbeda tarifnya sehingga mereka
yang secara ekonomi terbatas melihatnya Covid-19 adalah bisnis bagi kelompok
tertentu.

Masalah lainnya adalah bahwa di tengah perjuangan melawan Covid-19,
pemerintah mengucurkan bantuan kepada masyarakat, namun terjadi
penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19, tidak ada transparansi data jumlah kasus
dan kematian dan ini berdampak pada perhitungan besarnya bantuan dan jasa
layanan yang diberikan kepada petugas kesehatan, dan masyarakat. Tidak adanya
transparansi pemanfaatan anggaran Covid=i9 yang jumlahnya tidak sedikit dan

bantuan bantuan masyarakat terhadap pemanganan Covid-19 tidak dilakukan

secara terorganisir sehingga berpotenstterjadinya Tindakan korupsi pada kelompok
tertentu sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, masalah
lainnya adalah tidak adanya konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang
merupakan aplikasi yang dapat memllqntu untuk mengontrol riwayat perjalanan,

,WT 11‘ ,r\ h 4 J'/U

status seseorant, kelengkapan J Aksinast dah éebagamya namun pada beberapa
kasus penerba%ééﬁ b]etbbés bandara tidak mengéehék \tU dan memblarkan saja.
Selamn—kekuatan dan kelemahan yang dimilki pemerifitair—daiam upaya
penguatan good governance memerangi Covid-19 sebagai faktor internal, juga
terdapat faktor eksternal yaitu peluang (opportunities) dan hambatan (threats).
Beberapa peluang diantaranya adalah tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19
secara global sehingga pemerintah dapat memilih jenis vaksin sesuai dengan
kemampuan anggaran, kondisi geografis Indonesia dan kemampuan untuk
mengcoper jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Terdapat contoh yang
baik dari beberapa negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi misalnya

Israel, Un Emirat Arab dan Amerika yang dapat menjadi lessons learned bagi
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Indonesia. Pandemi Covid-19 melahirkan munculnya strategi inovasi dan kreatifitas
bagi negara-negara di dunia termasuk perjuangan mengenai vaksinasi tersebut,
dan juga teknologi dan sistem digitalisasi yang digunakan pada berbagai
kepentingan. Pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak, namun menjadi
peluang industri untuk news and information, entertainment and financial. Peluang
lain bagi bangsa Indonesia, adalah adanya komunikasi dan dukungan antar dan
juga WHO sebagai lembaga resmi kesehatan sedunia.

Selain ada peluang juga terdapat hambatan dalam penguatan good
governance dalam memerangi Covid-19. Hambatan tersebut, misalnya
meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara, misalnya Vietnam dan Korea
Utara, isu pandemi menjadi endemi sebenarnya tidak hanya memberi peluang bagi
pengusaha, namun sebenarnya memberi efek lain dalam peningkatan cakupan
vaksinasi Covid-19 di Indonesia, penerbangan antar negara terbuka lebar dalam

dan ke luar negeri karena meningkainya kebutuhan sektor ekonomi. Ketidakpastian

ekonomi global terjadi sebagat” da k pandemi Covid-19. Saat ini dengan

peningkatan Covid-19 vyang relatif: terkendali, pembelajaran banyak dilakukan
secara offline sehingga ini tetap ber nswterjadi ledakan jika tidak diantisipasi
dengan baik. Dari sisi politik “dal negeri, Pemilu serentak 2024, akan
menimbulkan interaksi dan mobilita asyarakat yang cukup tinggi, rentan
melemahnya penerapan protokol kesehatan, apalagi misalnya jika cakupan
vaksinasi Covid-19 belum memenuhi target. Secara ringkas hasil analisis SWOT,
dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Memperhatikan-hasil peniggﬁeﬁu’}ﬂt%ﬁgmisalnya peningkatan pemerataan
cakupan VakSiI"llc;llS\l ENﬁMonsistensi penggun%b‘@a@\ééduIiLindungi untuk
mengontrot-ketengkapan vaksinasi bagi para pengguna pesawatterpang, dukungan
terhadap pengawasan terhadap tindakan penyelewengan bantuan sosial akan
semakin menguatkan prinsip-prinsip good governance yang tentu dampaknya

terhadap ketahanan nasional yang semakin terdukung.
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Tabel 3.1: Hasil analisis SWOT penguatan good governance memerangi Covid-19 di Indonesia

Kekuatan (Strengths)

Peluang (Opportunities)

o Dukungan tenaga kesehatan, RS, TNI/Polri, dan mitra lainnya e Tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19 secara global
¢ Tersedianya anggaran penanganan Covid-19 o Beberapa negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi
e Pemerintah menyiapkan anggaran PEN (Israel, Un Emirat Arab dan Amerika)
e Inovasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi e Strategi inovasi dan kreatif akibat pandemi Covid-19
e Tersedianya regulasi yang mendukung penanganan Covid-19 e Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
e Adanya relawan Covid-19 “gotong royong” e Peluang industri untuk news and information, entertainment
and financial.
e Komunikasi vaksin oleh pemerintah antar negara
e Dukungan WHO
Kelemahan (Weaknesses) Hambatan (Threats)
e Jumlah penduduk dan target sasaran vaksinasi cukup tinggi e  Meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara
e Letak geografis Indonesia (pulau-pulau, daerah 3T) e |su pandemi menjadi endemik
¢ Rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah e Terbukanya penerbangan antar negara
o Ketimpangan pemerataan wilayah cakupan vaksinasi Covid-19 e Meningkatnya kebutuhan sektor ekonomi.
e Tidak adanya konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi » Ketidakpastian ekonomi global
¢ Rendahnya kepedulian masyarakat ikut vaksinasi Covid-1.9 e Pembelajaran dilakukan secara offline
¢ Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 e Geopolitik vaksin Covid-19
e Berita hoaks e Terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Ukraina akibat invasi
o Tidak adanya fasilitas yang tersedia yang mendukung untuk Rusia
penerapan protokol kesehatan e Pemilu serentak 2024
o Kebijakan penanggulangan Covid-19 yang selalu berubah
o Respon pemerintah daerah beragam
¢ Penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 —
e Lemahnya transparansi data kasus dan jumlah kematat A VL4
e Tidak adanya transparansipemanfagiananggarar, Covio- 19 NG
o Akuntabilitas bantuan masyacakat terhadar perhénganan Covid-19 | ANGR
e Adanya vaksin nusantara,-azmun 'emah dukungan pemerintah
e Lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah
e Standarisasi biaya atau tarif rapid antigen dan PCR
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BAB IV
PENUTUP

16. Simpulan
Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan kajian, maka penelitian ini
menyimpulkan sebagai berikut:
a Pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik memerangi Covid-19
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memegang
peranan penting dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan
nasional. Tata kelola pemerintahan memastikan pemanfaatan semua sumber
daya negara secara tepat bagi warganya untuk menjamin pembangunan
berkelanjutan. Tata kelola yang baik adalah sentral untuk menciptakan dan
mempertahankan lingkungan yang dapat mendorong pembangunan yang kuat
dan berkeadilan. Prinsip good governance, antara lain partisipatif, transparan,

akuntabel, efektif dan adil, dan promosikan supremasi hukum.

Tata kelola pemerintahan g balk dapat diwujudkan jika terdapat

kepercayaan masyarakat| terh pemeriniah. Tata kelola yang baik
dilakukan secara komprehensit an tujuan agar kegiatan lebih efektif dan
efisien, serta terjadi sharing su r gdaya. Negara dengan tata kelola yang
baik jauh lebih siap menghadapi Covid-19. Karena itu, transparansi menjadi
penting baik transparansi daia untuk pengambilan kebijakan, maupun dana
untuk mencegah tindakan korupsi. Akuntabilitas diperlukan untuk
meningkatkan efektivita: DHARMMA R._mengurangi dampak negatif.
Rrinsip tq‘tANpr&N[ﬁmerintahan yang %ﬁﬁ'@ﬂ&/@dalah partisipasi
(participation). Dengan partisipasi masyarakat;~kinerja pemerintahan lebih
terkontrol dan memberikan ruang terjadinya sharing sumber daya,
menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, serta menjamin
keberlanjutan program. Prinsip lain tata kelola pemerintahan yang baik adalah
keadilan dan pemerataan (equity). Good governance melibatkan sektor
pemerintah sebagai good public governance untuk membuat kebijakan dan
mengatur kelembagaan; swasta dan masyarakat sebagai good corporate
governance untuk menciptakan lapangan kerja dan bantuan dana, sementara

masyarakat berperan memobilisasi masyarakat, dan sebagai kontrol bagi
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pemerintah mencegah penyalahgunaan kewenangan.
b. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik memerangi Covid-19
Meskipun penerapan good governance telah berjalan di Indonesia, namun
beberapa permasalahan penanganan Covid-19 masih sering terjadi dan
mencederai penerapan prinsip-prinsip good governance. Data dan sistem
pelaporan belum berjalan secara maksimal. Sistem pelaporan jumlah kasus
tidak transparan dan sangat meragukan, laporan dibuat melalui aplikasi,
namun ada juga dalam bentuk excel, dan dtulis tangan dan difoto saja. Data
kasus tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Terjadi penolakan
pemakaman jenazah Covid-19 di awal pandemi. Masalah lainnya
penyalahgunaan bantuan sosial yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia
bahkan di tingkat kementerian. Tindakan korupsi ini dapat terjadi karena ada
kesempatan (opportunity) jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri, tanpa

memikirkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan, lemahnya sistem

pengawasan dan pemantauan d dakeinginan (willingness and opportunity

to corrupt). Akuntabilitas bantuan mesyarakat terhadap penanganan Covid-19
juga masih kurang terutamayang ngani secara langsung oleh donator atau
sponsor.

Masalah lainnya adalah ketimpangan pemerataan cakupan vaksinasi
Covid-19 yaitu ketimpangan antar wilayah. Penggunaan aplikasi Peduli
Lindungi, berbasis partisipasi masyarakat, dengan tujuan supaya terjadi
kontrol bepergian, dan_statis I:Ee,\lﬁngkapan vaksinasi diketahui, namun

A
PeduliLindungi—tidak diggﬁ\ékan sec%éq konsisten: Prinsip kehati-hatian

penularar—lr éow!j‘!ﬁhl@‘stinya tetap dijalankaMl@&N%%\o/té\si ledakan dapat
terjadi-kapan saja.
c. Penilaian kebutuhan tata kelola pemerintahan memerangi Covid-19
Needs assessment dilakukan melalui beberapa cara, yaitu needs
assessment berdasarkan apa yang dirasakan dan apa yang mereka
sampaikan (what people say they need). Penulis tidak menggunakan
pendekatan ini karena keterbatasan waktu. Pendekatan yang digunakan yaitu
needs assessment berdasarkan apa yang mereka lakukan (expressed needs),
needs assessment berdasarkan kebutuhan normative didasarkan

pertimbangan para ahli (normative needs defined by experts), dan needs
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assessment berdasarkan kebutuhan komparasi (comparative needs).

Upaya penguatan good governance dalam memerangi Covid-19 di
Indonesia berdasarkan expressed needs, misalnya kebutuhan mengenai
masih rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah,
konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi, kebutuhan adanya fasilitas
yang tersedia yang mendukung untuk penerapan protokol kesehatan,
konsistensi penerapan kebijakan penanggulangan Covid-19, pengawasan
untuk tindakan pencegahan dan penindakan terhadap penyelewengan
bantuan sosial.

Penguatan good governance, berdasarkan pendapat para ahli (expert
needs), melalui telaah artikel ilmiah, yaitu adanya transparansi kebijakan
sebagai layanan publik, keterlibatan sektor swasta, pemberdayaan
masyarakat dan UMKM. Covid-19 sebagai layanan publik, membutuhkan
penerapan intellectual capital (human capital, customer capital, dan
organizational capital), inoyasi, guatan birokrasi pemerintahan daerah,
peningkatan kapasitas |kepe pinan lokal dan kegotongroyongan,
peningkatan strategi diplomasi omiguntuk mengatasi dampak ekonomi,
pengembangan digitalisasi,\dan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19.
Penguatan good governance at pula dilakukan melalui kebutuhan
perbandingan (comparative needs). Strategi yang diidentifikasi disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan, analisis SWOT dapat
digunakan untuk memperQl!\'t‘ &Eﬂgnon\ﬂé%ance dalam memerangi Covid-19.
Kekuatan—ly—/ﬁ\n%l I51|4}1'Ni’,atliantaranya, adalan Mg%\r{a a kesehatan, RS,
TNi/Petrt;-dan stakeholder lainnya, adanya alokasi anggaran-Covid-19 dan
Program PEN, inovasi pemerintah daerah, adanya regulasi dan semangat
kegotongroyongan. Namun terdapat sejumlah kelemahan dalam penguatan
good governance memerangi Covid-19, misalnya jumlah penduduk cukup
besar dan target sasaran vaksinasi cukup tinggi, letak geografis sebagai
daerah kepulauan, menyebabkan terjadinya ketimpangan pemerataan
vaksinasi antar wilayah. Tidak adanya fasilitas yang tersedia yang dapat
mendukung penerapan protokol kesehatan pada beberapa wilayah dan

muncunya berita hoaks. Sering terjadi kebijakan yang diambil pemerintah
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berubah-ubah, respon pemerintah daerah cukup beragam, dan koordinasi
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota seringkali tidak terjadi secara maksimal. Biaya
dan tarif rapid antigen dan PCR juga merupakan salah satu penghambat
karena tidak ada standarisasi tarif, Covid-19 menjadi bisnis bagi kelompok
tertentu. Penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19, tidak ada transparansi
dan akhirnya berpotensi terjadinya tindakan korupsi, serta tidak adanya
konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu juga terdapat faktor eksternal yaitu peluang (opportunities) dan
hambatan (threats). Beberapa peluang diantaranya, tersedianya berbagai
jenis vaksin Covid-19, Covid-19 melahirkan munculnya strategi inovasi dan
kreativitas, menjadi peluang industri untuk news and information,
entertainment and financial. Peluang lain bagi bangsa Indonesia, adalah
adanya komunikasi dan dukungan antar negara. Sementara hambatan dalam
penguatan good governance, misalnya,meningkatnya kasus Covid-19 di
beberapa negara, isu pandemi menjadi endemik, terbukanya penerbangan
antar negara, ketidakpastian ekonoemi giebal, pembelajaran banyak dilakukan

secara offline, meningkatnya kasus Cavid-19 di Ukraina akibat invasi Rusia.

Dari sisi politik dalam negeri,“Pemilu serentak 2024, dapat berpotensi

meningkatnya Covid-19.

17. Rekomendasi

~UAR .
1D ) ladh i A . .
Berdasarkal permasalahar lersebut-dal lpaya-penatal

J""\: J"I‘J 1‘
101 C

| A ‘F‘(
Vi

n good governance

~ )
LI9iI\NY2»?
) -

dalam memel VNS Cindonesia, guria A tahanan nasional,
maka disampatikan beberapa rekomendasi penting.
a Pemerintah, swasta dan masyarakat. Covid-19 adalah bisnis bersama,
oleh karena itu, secara umum perlu dukungan dari semua pihak baik
pemerintah pusat dan daerah, kementerian kesehatan dan kementerian non-
kesehatan; TNI/Polri, DPR/DPRD, sektor swasta dan masyarakat terhadap
pengendalian Covid-19.
b. Kementerian Kesehatan. Perlu peningkatan anggaran kesehatan
dalam pengendalian Covid-19 yang mengarah pada upaya promotif dan

preventif berbasis komunitas, termasuk pemberian jasa layanan kesehatan
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(berbeda dengan jasa medik) secara keseluruhan tenaga Kesehatan yang
terkait. Peningkatan cakupan dan pemerataan antar wilayah vaksinasi Covid-
19, terutama dosis 2 dan 3. Untuk kepentingan global, pemerintah Indonesia
(Menteri Kesehatan) perlu membangun komunikasi dan kerjasama dengan
negara lain untuk mendapatkan pilihan-pilihan vaksin Covid-19 sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi lokal Indonesia.

c. Kementerian Keuangan. Pemerintah mengalokasikan anggaran secara
transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga masyarakat yang
menerima dampak dari pandemi Covid-19 terbantu dalam pemulihan ekonomi
nasional.

d  Kementerian Sosial. Perlu adanya data valid mereka yang berhak
menerima bantuan sosial dan pengawasan yang ketat sehingga bantuan
tersebut dapat tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat.

e Kementerian Perhubungan. Perlu,penyediaan alat transportasi yang
dapat mendukung peningkatan akseL layanan kesehatan dan vaksinasi Covid-
19 terutama penduduk yang tinggalspada wilayah daerah pulau 3T.
Penggunaan aplikasi Pedulitindungi terutama bagi pengguna perjalanan
udara untuk diterapkan secara kansisten dan berkelanjutan untuk mengontrol
dan memutus mata rantai penularan.

f. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi mfgrwrrﬁgh SI?/rJ komunlka5| serta mendorong peluang
industri untuk news-and informatien; enteﬁalnment and financial dalam upaya
menjalank‘a/n\ f)rbéréH fan-bisnis pada semuéﬁ ]@his [ktor tan datam rangka
mencart—peluang baru dalam upaya memulihkan ‘€kenemi nasional.
Kementerian ini juga diharapkan dapat mengcounter pemberitaan hoaks
terkait Covid-19 yang berdampak pada kesimpansiuran informasi mengenai
Covid-19 tersebut.

g Kementerian Luar Negeri. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Ukraina
akibat invasi Rusia. Karena itu, Indonesia sebagai negara yang menganut
politik bebas aktif perlu mendorong dialog dan komunikasi yang saling
menguntungkan antara Rusia-Ukraina dalam upaya menciptakan perdamaian

dunia sehingga penularan Covid-19 dapat lebih terkendali.
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h. Kementerian Dalam Negeri. Perlu merancang dan mengantisipasi
sistem pemilu baik legislatif maupun eksekutif pada semua tingkatan yang
dapat mengurangi interaksi masyarakat secara terbuka sehingga mobilitas
masyarakat lebih terjaga sehingga penerapan protokol kesehatan dapat
dioptimalkan dan dapat mencegah kasus Covid-19. Keberhasilan
penanggulangan Covid-19 di daerah dapat menjadi indikator dan ukuran
keberhasilan bagi bupati/walikota dan provinsi dan dapat menerima bantuan
alokasi pendanaan khusus pada pemerintah daerah tersebut.

. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penanggulangan
Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota, selain pemerintah pusat. Kepemimpinan dan komitmen yang
kuat bagi pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan anggaran, dan
kebijakan yang mensupport kepada upaya penanggulangan Covid-19 sangat
diharapkan. Hindari pengambilan kebijakan yang tidak konsisten sehingga
menurunkan kepercayaan/masyarakat ierhadap pemerintah. Inovasi dan
kreativitas bagi setiap bupati/waliktﬁa dan provinsi diperlukan karena setiap
daerah memiliki kondisi yang berbedagpula. Koordinasi antara pemerintah
provinsi dan bupati/walikota,  demikian pula pembelajaran antar
kabupaten/kota dan provinsi peru dioptimalkan. Mendekatkan layanan
kepada masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah 3T, pelosok desa
dan pegunungan untuk meningkatkan cakupan Covid-19 dan penerapan
protokol kesehatan. Pemerintan 4uqa perlu mengontrol standar biaya

,ﬁ1$,r\h\ /‘ |

pemeriksaal —antiger A& PER- sehrﬁgga klinil tldak secara bebas
menentuk‘laél\ P}aHa\Msar Hal ini diperlukasn agﬁr ﬂ|éak ada Sekolompok orang
memantaatkan dan mencari keuntungan atas musibah pandemiini.

J Penegak Hukum. Berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah yang
mendukung semua upaya pengendalian Covid-19, namun belum berjalan
secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi, sistem
pengawasan dan tindakan penegakan hukum atas penyelewengan bantuan
sosial Covid-19, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat
pusat.

k.  Masyarakat. Semangat kerelawanan dan kegotongroyongan

masyarakat sebagai salah satu pilar dari pemerintahan yang baik perlu
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dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk saling berbagi. Kontrol
masyarakat juga perlu diperkuat sebagai check and balance bagi pemerintah
untuk mencegah terjadinya penyelewengan oleh oknum pemerintah. Perlu
adanya edukasi dan peningkatan literasi bagi masyarakat agar mereka
memiliki tentang pentingnya pencegahan Covid-19 dan keterlibatan dalam
program vaksinasi Covid-19. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk ikut
berpartisipasi aktif dan tidak ikut menyebarkan informasi atau berita hoaks
tentang Covid-19.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA
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Diakses melalui https://www.pedulilindungi.id/, pada tanggal 22 Mei 2022.

Loc.Cit

Masalah Data Covid-19: Laporan Telat Hingga Sulit Sinkronisasi. Diakses melalui
https://tirto.id/masalah-data-covid-19-laporan-telat-hingga-sulit-
sinkronisasi-gizV, pada tanggal 29 April 2022.
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Masuknya Warga Negara China ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19.

Diakses melalui
https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/13510051/masuknya-
warga-negara-china-ke-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19, pada

tanggal 01 Mei 2022.

Melawan Covid-19, Membangun Partisipasi Warga. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/opini/301273/melawan-covid-19-membangun-
partisipasi-warga, pada tanggal 21 Mei 2022.

Penanganan Korona Membutuhkan Tata Pemerintahan yang Baik. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316284/penanganan-
korona-butuh-tata-pemerintahan-yang-baik, pada tanggal 21 Mei 2022.

Penguatan. Diakses melalui https://kbbi.web.id/kuat pada tanggal 06 Maret 2022.

Penolakan Jenazah Covid-19 Imbas Hoaks dan Hyper reality. Diakses melalui
https://mediaindonesia.com/opini/302422/penolakan-jenazah-covid-19-
imbas-hoaks-dan-hyper-reality, pada tanggal 29 April 2022.

Penyebab Masih Lambatnya Realisasi—Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui
https://www.republika.cezd/b /onkyd4409/penyebab-masih-lambatnya-
realisasi-vaksinasi-covid19, p tanggal 16 Mei 2022.

Masih Terus Terjadi. Diakses melalui
/oxbd9y328/penyelewengan-bansos-
pada tanggal 22 Mei 2022

Penyelewengan Bansos Covid:19 .
https://www.republika.couid/b
covid19-vang-masih-terus=terj

Recchia, G., Freeman, A. L., & Spiegelhalter, D. (2021). How well did experts and
laypeople forecast the size of the COVID-19 pandemic?. PloS one, 16(5),
e0250935.

Reported Cases and Deaths by Country or Territory. Diakses melalui

https://www.worldome%xgmnq%_us_/, pada tanggal 01 Mei 2022.

S. S. shyam 2N Eanartdez. 2016. Self-Ang&qﬂl(ﬁﬁyﬂeed ASsessment,
Frainiagl Manuai-ch-Theeranaipunya - Equippirg Fisheswomen_Youth for
Futute:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Ciri & Unsur. Thabroni, Gamal.
(2021). Diakses melalui https://serupa.id/tata-kelola-pemerintahan-yang-
baik-pengertian-ciri-unsur/, pada tanggal 21 Mei 2022.

These are some of the coronavirus hoaxes and fake news stories being shared -
and what you can do to stop their spread. Diakses melalui
https://www.itv.com/news/2020-03-23/these-are-some-of-the-fake-news-
and-hoaxes-being-shared-about-coronavirus-and-what-you-can-do-to-
stop-their-spread, pada tanggal 01 Mei 2022.
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